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Pl{IUZINAN TERPADlJ OALAM MELAKUKAN PENGAWASAN 
TERHADAP IZIN SARLtNG BURUNG \VALET DI KECAMATAN 

PANGKALAN KERlNCi KABUPATii:N PELALA\VAN 

ABSTRAK 
Arman Midun 

salah satu pajak yang dipungut daerah kabupaten/kota adalah pajak sarang burung 
,:a;..!t H::i ini L�iL,·u1u,141_n ... n.l;!!i.:tn r.·..&rn1'..n)a rn.Jsy .. lat 1,mg 111 mbuka u. h 
sarang burung waler, ha! ini dikarenakan nilai jual dari sarang burung waJet 
tersebut yang sangat mahal. Kabupaten pelalawan mcrupakan salah satu 
kabupaten yang melaksauakan kewenangan tersebut, oleh karena ilu pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin 
Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Untuk mengurusi urusan 
mengenai perizinan. pemerintah kabupaten pelalawan membentuk Badan 
Pemanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Salah satu tugas yang 
harus dijalankan oleh seksi pengawasan clan penanaman modal adalah 
melaksanakan pengawasan, Akan tetapi dalam pelaksanaannya tugas ini belum 
beijalan dengan baik, hal ini dilihat bahwa rnasih banyak masyarakat yang 
membuka usaha sarang burung waler tetapi tidak memiliki izin sehingga 
menurunkan pcndapatau asli daerah kabupaten pelalawan. Adapun rumusan 
masalah yang diangkat adalah Bagaimana Pelaksanaan Tugas Seksi Pengawasan 
dan Pcnanaman Modal Pada Badan Pcnanaman Modal dan Pelayanan Pcrizinan 
Terpadu Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap lzin Sarang Burung Walet di 
Kccamatau Pangkalan Kerinci Kabupatcn Pelalawan, Sesuai dengan. 
permasalahan pcnclitian rnaka metode penclitian yang digunakan adalah metode 
kuantitatif dengan tipe penelitian survey. Sebagai populasi dalam penelitian ini 
adalah Kepala Badau Penanaman Modal dau Pelayanau Perizinan Terpadu 
Kabupaten Pelalawan, Pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan dan masyarakat yang membuka usaha 
sarang burung walet Di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Basil kuisioner dan hasil 
wawancara yang penulis lakukan kepada responden mcngenai Pelaksanaan Tugas 
Seksi Pengawasan dan Penanarnan Modal Pada Badan Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Dalarn Melakukan Pengawasan Terhadap lzin 
Sarang Burung Walet di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten PeJalawan 
,,:,,-,11''!" diter ..... -,,l,rn 1)1, ... ,I-, LJ. indikator rl� �·1":lt'\•""11 t'f•"1,....,,n,tnl..-,c-i tgn,TH�-H"\�)11 1·p�1-,nnrlPn ,)t."-! b \.lft.\:_, .tt.\.1-1.�_1.L• '- ,_ .,., t,,l\T'!, .J.l'-·"· \. . ..l ..._,c,i-,.,cu ,. ..... , -, l�t--'•t.�..i�r,�,. ;.(iu .. f-16'-'"i-�'I.!....' .:.- ... ·�'t-'·-,..1-.---., ....... 

sebanyak 22 orang atau 59 % yang menyatakan cukup baik. Harubatan dalam 
Pclaksanaan Tuaas Scksi Pcnuawasan dan Penanaman Modal P:-1di:l Badan -- ....... - 
Pcnanaman Modal dan Pclayanan Pcrizinan Terpadu Dalam Mclakukan 
Pengawasan Terhadap Izin Sa.rang Burung Walet di Kecarnatan Pangkalan 
Kerinci Kabupatcn Pclalawan adalah kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya 
sumber daya manusi dan kurangnya anggaran 

Kata Kunci : Pcngawasan, sarang burung waler. 
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BAB I 

J>Ji'NfH J-H fJ JT <! N 

Sistem pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut 

111ei11 beri kan ' ' ' 1/"t'...l,.I £:Joi "l"lf"ll�•"lll,"1, 
fi'-..,l\,.,l\..lUi,)UU.l.l untuk 

pandang perlu untuk lebih menekankan pada orinsin-prinsip demokrasi peran serta 

masvarakat, nemerataan, keadilau nr1o"1•i·r, 
.:l\.,,l LCT 

1 ·"1 1nen1oernat1Kan -v,,,--.,.i-, ........ ,,,, .. 
IJVL'-..,,11.:)l dan 

keauekarazaman daerah. 

Hal tersebut sejalan dengan pasai 18 Undang-Undang Dasar l 945 yang 

bahwa . ' u-.,111v.1111ta ua.u dacrah lJ\,..,J VV\,:;,J l(lllC' untuk mcngatur dan 

menzurus sendiri urusan nemerintahan menurut asas otonomi dan tnzas 

nembantuan. Tujuan dibentuknya Pemerintahan Daerah diarahkan untuk 

nelavanan. nembcrdavaan dan neran serta masvarakat. melalui otonomi seluas- - . - 

luasnva, daerah diharankan mamnu meningkatkan dava samg dengan 

mcmnerhatikan demokrasi, nemerataan, keistimewaan dan kekhususan 

scna norensi dan kerazaman dacrah dalam sistem Negara Kesatuan Renublik 

Indonesia. 

r T....,,,�n-11,r� T f,,.,,,.r-ln¥'11r• -f\-1,..,,.,.....,,-,,,.. 
\...J1JUct,L1t�-u11uc.u1� 1""!v111v1 

T,,.1 ...... � ....... 
_1.!;;,IIJ!.,IIJ 

')(\: ;i .:,,,, .• -e 

meialui nasal l avat (]) dikatakan bahwa c c nernerintah ousat sclaniutnva disebut 

dengan pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

k.vh..u.a�uru1 Pcmcrintahan Neszara ' . scnagannana dimaksud 



2 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945. Dengan 

diberlakukannva Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tcntanu Pemerintahan 

Daerah. maka ncmeri ntah Kabupaten cian kota segera melakukan berbazai 

kcgiatan uuna menvonusonz diberlakukannva otconomi dacrah sebagai salah satu 

reforrnasi. Hai vanz dioandanz Denting adalah diberlakukanuva oerubahan dan 

Pcrubahan ini tcntunva sancat tcrkait crat dcnuan i,..., ...... t..."r�.-.� .. ,�t·, .. daiam lJV I lJ(.l:'-,(.1 l �• 

nelaksanaan otonomi daerah terutama sckali mcnvanukut denzan pelimpahan 

berbagai kewenangan dari Pernerintah Pusat maupun dari pernerintah .Provinsi. 

otonomi daerah berada tinckatan Kabunaten dan kota, Oleh karena itu Pemerintah - - 

Kabuaten dan Kota menahadani nelaksanaan otonomi daerah ini haruslah denzan 
,__ .... - IL- 

suatu persiapan vang matanz. Dv11l.!aJI tidak adanva iui!i hubunuan 

pertauggungjawaban vertikal dari Kabunaten dan Kota kenada Pemerintah Pusat 

dan Provinsi. maka Pemerintah Kabupateu dan Kota rnerupakan daerah otonom 

HO\'"'" b .P·,·',"1,",k :'((lit; _,,...., ... 
,11•11c.n,-., 
Lll \.l.:)£.lJJ rumah tanaaanva sendiri berdasarkan 

karakteristik, notensi clan sumber dava vane ada di daerahnva masinz-masinu 

saiah sauuiya adalah meninakatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Pendanatan Asli Daerah mcrupakan sumber pern�nrnaan daerah kabunatcn 

dan Korn vanz harus dinacu oertumbuhannva secara bcrkcsinambunean, Azar hai . - - 

ini dapat dicapai, tentunya komponen-komponen yang berkaitan dengan itu hams 
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perbaikan fasilitas urnum bagi masyarakat �\:-i11111.'.�a ,na� varakat danat turut 

merasakan manfaat naiak vane dibavarkan. 
' - ' 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20i4 Tentang Pemerintahan Daerah 

menvebutkan sumber . . 
oa111ua11 

keuanzan oemerintah nusat vanz dikateuorikan meniadi nendaoaran vanu 

Daerah mengatakan bahwa sumber pendapatan daerah otonom adalah sebazai 

berikut : 

1. Pcndapatan Asli Daerah sendiri yang dari beborana nos 

nendanatak vaitu naiak daerah. retribusi daerah, bazian laza usaha 
- - 

daerah dan lain-Iain pendapatan yang sah, 

2. Pendaoatan yang berasal can �c;rnbe,·;au nemerintah pusat vane terdiri 

dari sumbanuan nemerintahan nusat serta subsidi sutin dan 

nembanuunan. Subsidi daerah otonom sebazai bazian dari bantuan � ... 

sasaran nernberian bantuan vanz discbut iuza denuan istilah Dana Rutin 

Daerah dan Dana Pernbangunan Daerah. 

3. T • 1 • • 1 1.Jan1-1a1i1 pcncnmaan va11g san. 

4. Penerimaan nembanzunau sebanai komnonen ucncrunaan vanz 

bersumber dari pinjaman yang dilakukan pemerintahan daerah. 
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J. Dana sektoral. jenis dana 1n1 tidak teri11uat dalam i\PI3D .. ua1uu11 masih 

merunakan terns nenenmaan daerah dalam bentuk bantuan dari 

pemerintah pusat untuk rnernbantu pcmbangunan sarana dan prasarana, 

{"� .. .. 
....._f.Joh1th"'l'l"'I" 
�JC-11UUU11� 

' . ., ... ,1 
1 LCll 

nnin.h 
.-:)(llUJl 

nn+,-. .:.,uLU sumbcr r1n,.._, . .,... 'l-, 
\.,l(l�l (Ill yang 

dinunnut oleh ncmerintah adalah retribusi daerah. Retribusi Daerah meruoakan 

""'" 1,..; '" '° 0>' UClll tJ ta v UU.11 penvclcnggaraan •. t pen1ert11rana11 �, .... " 
UCUl jJGin bru1g11na11 ri.-,,,,. .......... i-.. 

\..LU\....lULl.., untuk 

meninekat dan memeratakan keseialneraan masvarakat. Menurut Ahmad Yani 

(2002: 551 menjelaskan daerah provmsi. Kabupaten/Kota diberi peluang dalam 

selain vane telah ditetankan. seoauianz memenuhi kritcria vanz telah ditetankan - - 

dan sesuai dengan aspiran masyarakat. Retribusi Daerah memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut : 

a. Retribusi dinunuut oleh nemerintah daerah. - - - 

b. Delam pernungutan terdapat paksaan secara ckonomis. 

c. Adanva kontranrestasi vanz secara lansuna danat dituniuk .. 
. - - - 

d. Retribusi dikeuakan nada setian oranu/badan vanu menuuunakan/ 

pcngenyam iasa-jasa yani1. disiapkan Negara. 

D ., . d ' '] d U • 1'.' '1C kctnousi aoran menurut t n ang:- naang: Hornor ""-ll tahun 2009 T cntanz 

Paiak Daerah dan Rerribusi Daerah menielaskan Rerribusi Daerah daoat 

dikelompokkan menjadi 3 yaitu : 

1. Retribusi jasa umum adalah retribusi jasa yang discdiakan atau dibcrikan 
olch pcmcrintah dacrah untuk k\...,}JV11t�11c,c111 d,111 kcmanfaatan UIJllHII .:,v . rta 
danat dinikmati oleh oranz nribadi atau bad.an. 
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2. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
pemerintah daerah dengan menganut priusip komersil karena pada 
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

3. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 
pemerintah daerah daiam rangka pemberian izin kepada orang pribadi 
atau badan yang dimaksudkan untuk pcmbinaan, pcngaturan, 
pengendalian dau pengawasan atas kegiatan pemanfaaian ruang. 
Penggunaan sumber daya alam, harang, prasarana, sarana arau fasilitas 
tertentu guna melindungi kepcntingan umum clan menjaga kclestarian 
lingkungan. 

Sejalan dengan hal diatas, Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah k.hususnya pasal 2 ayat (2) juga menjelaskan 

bahwa jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari : 

1. Pc�jak hotel 
2. Pajak restoran. 
3. Pajak hiburan. 
4. Pajak reklame. 
5. Pajak penerangan jalan, 
6. Pajak mineral logam dan batuan, 
7. Pajak parkir 
8. Pajak air tanah 
9. Pajak sarang burung walet, 
10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan 
l l. Bea perolehan hak atas tanah clan bangunan. 

Dari penjelasan diatas, salah satu paiak yang dipungut daerah 

kabupaten/kota adalah pajak sarang burung walet. Hal iui dikarenakan sernakin 

maraknya masyarakat yang membuka usaha sarang burung walet, ha\ nu 

dikarenakan nilai jual dari sarang bunmg walet terse but yang sangat mahal. 

') 

k,r,L dengan j umlah 

penduduk 356. 954 jiwa dan membawahi 12 kecamatan clan I 10 kelurahan. Untuk 

rnengurus1 urusan mengenai retribusi izin saraug burung walet, JJemerintah 
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m1::11�dumka.11 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin 

Penuelolaan Dan Pcnzusahaan Saranu Burunz ·w alet, - - - - 

Di dalam nasal 5 avat ( i) dijciaskan bahwa setian orang atu badan vana 

akan atau telah melakukan keziatan atau mernnerluas keziarau usaha burung walet 

di Kabunaten Pelalawan waiib memiliki izin. Seialan dcnuan hal diatas, di dalam 

t butkan iiri ·m atau tanda tanda ban unan n 

ncruntukan 

berikut : 

' pengt1sanaan .,--,in,11. ua11 sarang ourung , ,. 7,-� I ri.-t vvat\./t scuazai 

i. Bangunan dibangun minimal berlantai 3 
2. Yang diperuntukkan scbagai sarang burung walct adalah lantai J keatas. 
3. Dibaut lobanz anzin uuna sirkulasi udara vanz berbeda denzan rurnah 

4. Lantai/dinding yang diperuntukkan sarauc burunz walet dibat lobanu 
0orlo-n1;l..,.�,.ln 1·1U"V.l c,c,,]...,.-:in-.-::1� it=lol'"Ylt"V.li l,-�ln,11• -n"\.-:ioc,nl,- l,H1""11nr,- ,-,,,r:JL::::i. ... 
�.,.,._ ....... _ .. · ··.,- �-"-c"' ·---·1,-· --------- .,._.,. ... - ... ····� · · -· -·· 

.'.i. Sdtap ltdid!!1 1Ud11g uc1gla11 dlct:-i dii)ual gwm ltuiw1gw1 aiau 1.1t;i1luk wk 
rl<,.11·; L-.---.,111/,_ ... l111T\;n;1,�""l 11nt1,l· -h:-�n"ln�t hPt'<..�•.n�•.lnn- h11P11n.,T ,1.1-:11P.1 
._·"· · ._,.·..,.,,··,"--._-..-·,._"''_.t''a..a.· l.'"l''"' ··..._··yo.A." ... 'JU''"'5 ··-······..:::. 'tT''" c , 

,,- r-T--i I , I 1 • 1• 1 , 1 1 u. 1 auua-rauua ld.111 yaug UJ}-Jt'J uuai guua .H1C:lctUg�iHlg lllct�ur.._uyu UlllUltg 
walet ataupun bcrmamanya bunmg walet, 

Kecamalan Pangkalan ·�-td-,.ii•...-ih 
._..,'-A-1...._.l.l.l.,L.L aca di 

" kabupalen pelalawan yaug ruerniliki luas wilayah 708, 12 km" dengan iumlah 

ncnduduk 1.298 .. 90 nwa clan sekalizus borlaktn1ya pcraturan dacrah Dacrah 

Nomor 8 Tahun 2006 Tentanu Retribusi Izin Penzelolaan Dan Penzusahaan 

Sarang Burung Walet. 

�--"'�----· ,,-,.--.,- . ..--. J)1:�1!:,t.l�<_J_!l,(".!,. .') .. �.!.JO!.!!::, 

Kerinci yang memiliki izin adalah sebagai berikut 
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crmci vang menu hH izm 
No Ala mat Vane; memiliki izin 

1 Desa bukit agung kecamatan Amirudin 
pangkalan kerinci 

2 Desa pangkalan kerinci barat Sanjaya Nusantara 
kecamatan pangkalan kerinci 

3 Desa pangkalan kerinci barat Handoko Nusantara 
kecamatan pangkalan kerinci 

4 n SB pangkalan kerinci barat Ale 
kccamatan paugkalan kerinci 

5 Desa pangkalan kerinci barat Tarnrin 
kecamatan pangkalan kerinci 

6 Desa pangkalan kerinci barat Santosa 
kccamatan pangkalau kerinci 

7 Desa pangkalan kerinci barat H. Zein 
kecamatan pangkalan kerinci 

8 Desa pangkalan kerinci barat Hendrick 
kecarnatan pangkalan kcrinci 

9 Desa pangkalan kerinci barat Lanum 
kecamatan pangkalan kerinci 

10 Desa pangkalan kerinci barat Rismauto 
kecamatan pangkalan kerinci 

11 Desa pangkalan kerinci barat Yulismar 
kecamatan pangkalan kerinci 

Tabcl 1.1 .lumlah Pcngusaha Sarang Burung Walct J)i Kccamatan Pangkalan 
K T1 ••• 

Sumbcr : BPMP2T Kabupatcn Pelalawan 2014 

Sejalan dengan hal diatas, adapun jurnlah masyarakat yang membuka usaha 

sarang burung walet yang tidak memiliki izin adalah sebagai berikut : 

'ang tOaK l J.CHll l - , zm 
No Alamat Yang tidak memiliki izin 

1 Desa bukit agung kecamatan Ing Sung 
pangkalan keri nci 

2 Dcsa pangkalan kcrinci barat Hmm Doon 
l((�i.;amat.m pangkalan kerinci 

3 Desa pangl alan kcrinci barat Hardi utomo 
kecamatan pangkalan keri nci 

4 Desa pangkalan kerinci barat Asnahwati 
kecamaian pangkalan kerinci 

5 Desa pangkalan kerinci barnt Jonni 
kecamatan pangkalan kerinci 

6 Desa pangkalan kerinci barat Sanjaya nusantara 
kecamatan pangkalan kerinci 

Tahe] L2 Jumlah Masyarakat Ym1g Membuka UsuhH Sanmg Dnrung Walet 
Y T" • • rv� iliki 1 · 
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7 Dcsa pangkalan kcrinci barat Huasiki 
>-- 

kecamatan pangkalan kerinci 
8 Desa pangkalan kerinci barat Pu'Ie 

kecamatan pangkalan kerinci 
9 Desa pangkalan kerinci barat Edi kurniawan 

kecamatau paugkalan kerinci 
10 Desa pangkalan kerinci barat Hue Ing 

kccamatan pangkalan kerinci 
11 Desa pangkalan kerinci barat Inge Chen 

kccnmatan fY'll!.!.1"1!0•1 kcrinci - n_.,.,_�\.!lo.�.;;.; (_. ..__r .. (�,i.ll,,'l v 

L !.1e.,R pm:icgk-t1hm kermct barat Susan Le 
kecamatan pangkalan kerinci 

J3 Desa pangkalan kerinci barat Pau Kok 
kecamatan pangkalan kerinci 

14 Desa pangkalan kerinci barat Achin 
kecamatan pangkalan kerinci 

i5 Desa pangkalan kerinci barat Tuk�jo 
kecamatan pangkalan kerinci 

16 Desa pangkalan kerinci barat Jasminur 
kecamatan pangkalan kerinci 

17 Desa pangkalan kerinci barat Junaidi 
kecarnatan pangkalan kerinci 

18 Desa pangkalan kerinci barat Isar 
kecamatan pangkalan kerinci 

19 Desa pangkalan kerinci barat Syamsurizal 
kecarnatan pangkalan kerinci 

20 Desa pangkalan kerinci barat Ujang mansyur 
kecamatan pangkalan kerinci 

Sumbcr : data lapangan tahun 2014 

Untuk mengurusi urusan mengenai perizman, pernerintah kabupaten 

pelalawan mcmbentuk Badan Pemanaman Modal Dan Pelayanan Pcrizinan 

Terpadu. Adapun struktur organisasi Badan Peuanaman Modal dan Pelayanau 

Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan menurut Peraturan Bupati Pelalawan 

t T _, r: r-r- ' ....... 0 1 .., .-..... ' ,-[· p 1 1 I' . r) . r� . s r • r) I "YI , I') r\ r•r" ,-wmor Io I anun Ll 1 ., l cmang uga:-; oico«, . , 1.1ngs1 1_ a.n i:lla l'-�e1Jr1. 1 J iVIJ- 1. 1 

Adalah Sebagai Berikut : 

a. Kepala 
b. Sekretariat, 

1. Kasubag keuangau. 
2. Kasubag umum dan kepegawaian. 



c. 
d. 

f. 
rv o· 
1 
l l. 

3. Kasubug program. 
Didang pelayanan dan survei 
Bidanz informasi data nelanoran dan nenzaduan. 

" . 
n;,1,_ln,n- r'\,:::lt,'.l1"l':l-Yl'l,<.ln 1""\'l('\/'1 ....... 1 
�-'-<.•.1• •. , >. J_C_\ 1-� >..IJ. J'-.J..J. lLioJ..<. '-"'-<--'- i L; l,\ • .l'l..l <.oO-'·-• 

Bidanu pengawasan dan pengendalian 

9 

1.,.1,t11 �t]UU.JlCt.11 :.--,uur- .. u.u ' utg,a.u�a�1 yuug llLJt:lct�l\._au Ullttct�, �a1c111 �atuaya. 

. J.JJ1g u J.ui, J 11g , J Ji.au. iJ..u1i:; ini JibJgi ui •njuJ.i Ju 

Sub bagian pengawasan dan penanaman modai memiliki tugas vaitu sebagai 

berikut: 

1. Mcnvusun rencana dan fO'r1·a1'11·�1··1a onerasional sub bauian nenzawasan vi .. o .1 01 ·a 1 · .:;- , 1 I\..\..,_ !-JV,· o a o . J 1a1:-1 u 1,c11:;avva�c:, 

dan nenanarnan modal berdasarkan nroeram keria bidanz nenzawasan 

dan penanaman modal. 

3. Melaksanakan nenuawasan tenaza keria asinz dan ketenazakeriaan. - - - - - 

4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanan perizinan, 

5. Melaksanakau pcngawasan terhadap pcncemar::m limbah industri. 

6. Mcnvampaikan saran dan nertimbanzan kepada atasan sesuai bidanz 

tugasnya. 

7 
I. Mclaksanakan pembagian tugas, arahan. dan 

nelaksanan tuzas bawahan, 

. ' 1 pcngavvasai1 tcrnaoan 

8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang pengawasan _penanaman 

modal. 

9. Melaksanakan nelanoran nelaksanan tuzas. 
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l 0. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari kepala bidang �1c11gawn:.tll1 dan 

nencendalian sesuai dcnuan bidanu tuuasnva, � - - --- .. 

Salah satu tugas yang harus dijalankan oleh seksi ncneawasan dan 

penanaman adalah melaksanakan pengawasan terhadap . ' pciaksanaan 

nerizinan dalam hal ini adalah oerizinan saranu burunz waiet. 

ini dilihat bahwa masih banyak masyarakat yang mcmbuka usaha sarang burung 

walet tetapi tidak rnemiliki izin sehincua menurunkan pendapatan asli daerah 

kabupaten pelalawan. Adapun PAD Kabupatcn Pelaiawan dari Sarang Burung 

Waler adalah sebagai bcrikut : 

Tahei I.3 : PAD Kabupaten Pelalawan dari Sarang Burung Waler 

Realisasi 

Rp.50.569 .000.00 

Target 

Rp.65.000.000.00 

j No Tahun 

I I 2011 
I I 
,-'1- , -,-')- _(\- ,- 1- ,1----I R-11.75.ono.ooo -, oo 
1 a.u l ..:...,1_ .1 ,l,1 ... . 

'l '1111 'l 
...) -v I.-� 

4 J 2014 
I 

[ I) - "/4; 111111 1'11111 Ill\ f ...1.·,1-1 , ... ,:.vvv.vvv.,v .... , 

j Rp.80.000.U00,0(; 
I l 

U- i:« (IQ'? /\(l/l (1(1 
1 "-_i--J• \.1.J • ./ t,.,J I • \_;VIJ;VV 

Rp.53 246.00U,0(; l 
Su111Ger: uPiviPXi- Kabupaten Feiaiawan 20 i 4 

t\ J,...,.,,n �otru,.� f)t.::i,lnl/c..--1ttn•-i-1"l. �l\,nn,., �,-"111.rc,; Oa-..,ra-,n-,_.,,.,,r,n,n _rl..,,"'\ l)l:lt.1'\n...,,-,,.,.,.,:u"'\ l\AA,-lnl 
• ... .._�,._ ............ ..._.._..!. L"'I .0. _.. ....... ..._.._ • .,.....,_.._._ ........ ..._._._..._ _. ..._._,:::,......_,., ,._.,.._..L ... �__._ A ........ .._.- ,,.._ • ._ .. ,,._._.,.._ ..._._.....,_..._..._ &. .._...._.._.._.._.._._._._ ... ._._ .......... L• "'-'-'""-4-L .... & 

D,�An .. "'"··· .... 

Sarang Burung Walct di Kccarnatan Pangkalan Kcrinci Kabuparcn Pclalawan. hal 

I. Terindikasi kurangnya koreksi yang diiakukan oieh Seksi Peugawasan 

dan Penanarnan Modal pada Badan Penanaman Modal dan Pelavanan 

Perizinan Tcrnadu Kabunaten Pelalawan terhadan oelaksanaan nerizinan - - - 
sarang burung walet di kccamatan pangkalan kerinci. Hai ini terlihat 



bahwa masih banvaknya masyarakat yang JlJVllJbuh_u i.iS3i1U ii11 tetani 

tidak mcmiliki izin usahanva. 

2. Terindikasi bahwa kurangnya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh 

Seksi Pengawasan dan Penanaman Modal pada Badan Pcnanaman 

Modal dan Pelavanan Perizinan Ternadu Kabunaten Pelalawan terhadao 

--- .. 
i.J!)J'� r:,._�tl�.B 

l/ ,..,...: .. .,,...: 
.l"'-Vl UJ\..tl. 

Unl 
L Lal li11 masih 

membuka usaha tidak memiliki izm a.kan tetani tetan melaksanakan - - 

usahanya. 

i" 1 ... 1 •• , diatas. ma.Ka penul1s menetankan JUGUl 

tulisan 1111 denzan Judul "Pelaksunaan Tugas Seksi Pcnzawasan dan 

Penanaman Modal Pada Badau Penanaman Modal dan Pelayanan Perlzinan 

Waler di Kecamatan Panskalan Kerinci Kabunaten Pelalawan". 

H. Perumusan Masalah. 

Dari seiumlah fc110111e11a ' . senagaimana ' .._.,.,nl/'n 
lllUl'-U dalam 

tulisan ini daoat dirumuskan nermasalahan nenelitian sebazai berikut: 

".Bagai1m11·1;.i Pelaksanaan Tugas Seksi Pengawasan dan Pcnanaman Modal 

Pada Badan Pcnunuman M odul ' rl .n, ,,. 
ULllJ 

Meiakukan Penaawasan Terhadan Izin Saranz Burm112. Waler di Kccamatan 
- - - 

Pangkaian Kerinci Kabupaten Pelalawan?" 
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1. Adapun vana meniadi tuiuan daiarn nenelitian ini adalah sebazai bcrikut : 

a. Untuk: ' . mcnzctamu Pclaksanaan Tugas r'! ? • 

�eK.Sl Peugawasan ' (13,11 

Penanaman Modal Pada Badan Pcnanaman Modal clan Pelavanan 

Perizinan Terpadu Dalam Melakukan Peugawasan Terhadap Izin Sarang 

Durun al t di ,. ·um · n ran skalan K n 

b. Untuk menuetahui hambatan daiam Peiaksanaan Tucas Seksi 

Pengawasan dan Penanaruan Modal Pada Badan Penanaman Modal dan 

Pelay1tnai1 Perizinan 'Terpadu Dalam Melakukan Pengawasan 1-erl1adap 

Izin Sarang Burung Walet di Kecamatan Panukalan Kerinci Kabupaten 

Pelalawan 

L,..... / dr -• IY'I , rn1, 1...- • ..,.'11 (,.,...,.; n r:; 1., ,_,rn ••""' n-.,, rln 1 no .... ,.,, .,.,0.1,0.l ;�.; n .,. �....,; nrl n in j.., c-,,.�l,n ,.-n; l-,t:1i1�;1,. 1 ,"i • . r\ cl!--'ull "J (..lll� lll\..,U.1 U\.11 [\.\.,,�U.LJCI.Ull \.J(..LJClLI l !-''511�11L1Ul l 111.L U\..lc.tl(U l ;::)\::ilJ(l�Ul l}�.111'\.Ut. 

a. Untuk Menambah Ilmu Penzetahuan Penulis Dalam Ruanz Linzkun Ilmu 

Sosial Dan Ilmu Politik Khususnya Mengenai Pelaksanaan Tugas Seksi 

Pelavanan Perizinan Tcmadu Dalam Melakukan Penzawasan Terhadan - - - 

Izin Sarang Burung Waler di Kecamatan Pangkaian Kerinci Kabupaten 

Pclalawan. 

b. Sebazai Bahan Bandinzan Bazi Rekan-Rekan Mahasiswa Yarn! Inzin 

Meneliti Lebih Lanjut Mengenai Pclaksarraan Tugas i=,eksi Pengawasan 

dan Penanaman Modal Pada Badan Penanarnan Modal dan Pclavanan 

Perizinan Ternadu Dalam Melakukan Penuawasan Terhadan Izin Sarans - - - - 

Burunz Waler di Kecamatan Panzkalan Kerinci Kabunatcn Pelalawan, 
• "--' <..., � 



A. Studi Kenustukuun, 

i. Konsen Ilmu Pemerintahan. 

Selaniuinya Brasz (dulam Svafiie. 

ihnn vana 

2005:21) ., 
'l • ....,,, 11 
.lJ..11..lU 

.,.r_,,-v1f"_i.-.·;....,,1--,,l,,·1,, 
_!J\.1111\..,J JJllUllUll. 

. . 
(TCl� 11 un. 1a. 

dapat 

pemerintahan umum itu disusun dan difunzsikan baik secara kc dalam maupun 

keluar terhadap vvargai1:/a. C1::riln.....,,; .. ,..-...,,,,n 11,."V'\, .... ,...,,..,. .. .,,...,.ro .... :....,,-.."t-..,....� ,..,,,.,.n ......... , ... ,,+ ·o�,,.1;.,.... lr1nl, 
�(;;Jau�.1uu1.ya 111uu pv1uv11111a.11a11 u1v11u1u1, 1 \.JCI.,.1\.., ruaram 

Svafiie. 2005:2 i '1 ilmu nemerintahan menuaiarkan bauaimana dinas umum 

disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya. 

ilmu vanu memoelaiari nroses nolitik (alokasi otoritatif niiai-nilai di dalarn sebuah 

masyarakat) dalam penyelengaraan pemerintahan sebuah Negara. Selanjutnya 

Soewai ::,u11v ( dalam Ndraha, 20 l 0: 16) berpendapat bahwa ilmu pcmerintahan 

adalah ilniu vane secara otonomi memnelaiari bekcrianva struktur-struktur clan - - - ... 

proses-proses pemerintahan umum. baik internal mau_pun eksternal. 

C'LJ,1.---Jot"'\;'ll"l'l"l)fl -.-.-.L:ll.'1'°''1'1'1'1'1+ �if'1'1l'0\1'°'L.'lllT I" (dalam C1,.,a1·�1·c, ,nr.,.Q\ ilmu 
i.J\.IUltll\..llJ.,_"YU 111\..,.lJU1Ul lV_lUOC.llJV \ UlU.lll t.J/" J �. £,.VVJ91U I 111.l.l 1 pemcrintahan 

adaluh suatu ilrnu vanu dapat mcnauasai dan memimuin serta menvelidiki unsur- 

unsur dinas, berhubunzan dengan keserasian kc dalam dan hubungan antara dinas- 

,;� ,.,-,,,,n 
\..1,!!HF_., ,1, .. , """ l.-•�··irc.�• • 

,. . 
urnas itu. 

Sehinzaa melihat dari definisi diatas bahwa ilrnu nenrrintahan meruoakan iimu 

yang mempelaiari menuenai bagaimana lembaga pernerintahan melakukan 



kegiatan internal maupn cksternal scrta menuena: fungsinya ;-.dJa1;;c11 nelaksana 

ketentuan vane berlaku nada Necara. - - . - 

2. Konscp Pemcrintah Dacrah 

Apabila dilihat dari definisi pemerintah, Syafiie (2005:20) mcngcmukakan 

bahwa nemerintahan berasai dari kata oemerintah, vanz paling sedikit kata 

b. Kedua nihak tersebut saline memiiiki hubunzan. 

c. Pihak yang memerintah memiliki wcwenang . 

. � "·1 1 1 · • · 1 . I.' . 1 , t 
l.t. Yit1ar- yang u1pcnntai1 mernltiKl "'Glaa an. 

Pemerinrahan daiam bahasa muzns disebut zoverment vanu berasal dari 

bahasa iatin zobenare. ereek gibeman yang berarti mengemudikan. atau 

menuendalikau. 

Ndraha (2005:36'!. Pemerintah adalah semua badan atau orcarusasr vanz 
,i,::,n 1''l•lc.,,rl"l1�ril,,.,;i1· 
,.,; �.; i J. .Cl J \.1-"-' J \....,_• � \ ..L"--� I.( J 

sedangkan yang dimaksud dengan pernerintahan adalah proses pemenuhan dan 
"Y'\arf; ,111no-.-:i11 lr�l", ,t-.1 J .-.11, J,,. ci,-rt.nnt; t, tT•.H""I "1a'\Qn1 r o t" 1"1 �1"'1 1'lo'l<Jc.Y11.-1 ,�.-., l, .-:ii t"\"\Anl 'l h'l t'lo'lo; 
t" > ··.._..- - ./''- _t_. _...,._ 0- - - "*"'- ,-- --·· -- ··-··-··· 

pc111L1'i uiahau dalaJlJ kou ieks a wai kej w..ii uuu ya, uicr I ui ij ukkau u,d1 Vv ct iiut>ungc1J1 
y�111g ada antara struktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling 

,'1 ,, I 1 I 1° 1 °1 , 1 

1uc1tgUUll\.(llt, y '1LLLU uau wzt pt:J11Cl J uruu lll�LH1.tU �1�1 UC! !\.CVVctJ ruau H!Cl tg1r ... uu ueru 
mentaan masyarakat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. 

Pemertntah Juga merupakan kegiatan Iembaga-Iernbaga pubik dalam 

menu rut Rasvid ( i 997: i 3 '1 antara Iain : 

i . Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar 
�-::In rnPn1-:in-o -:ln�_1r 1-irl,;-.lr tp1·1-:irl1 1""\1.:t.n'lhP.rr,ni�J,,-r..11'l ,11rlq),:.ln-'I '1"..lTIIT rlt.in-::ii --··- __ _... __ .,-·a ... ., - .......... -··- · - --·-- --·�·- - • . ..... _ - � -- _........... ------ J -.c - r-· 

1• I ' , I 1 1 1 • 1 1 
lll\;;i11Sl:,ll1111g1,l111 pi.::1 I IGI Hllc.lllW1 ,Y c1ng c,i.11 l 1111:li.illll car a-cara il.ChLcrn:,a11. 
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2. Memilihara ketertiban dengan mencegah tenadinya keributan diantara 
.,. ... u--. .... ,..-,-,, �.., ... n,.-,,...,,....,...,,..---,1�,-.J- .. ..,,...,,,., .. ..,•,..,, .. ,..._• • ..,, nr..--.-.• ..,.,.,..,, .. n,1-..-..l,,.,,.,... ,,.,....,,.....,,,.,.,._-.,_o -ln,,.:,.,.,J: 
vva11:,;a 111a:-. y cu cuvcu , 111c;11J a111111 ag,a1 v= uua11a11 ,1pa1 <lllll y aub ll;;l_l<lUJ 

didalam masvarakat danat berlansunz secara damai. - - - 

status apapun yang meiatar beiakangi keberadaan mereka. 
T\tft:::J.l'll.rnl.r,:n-. nCt,lr:i,,,11,qn 111'YHl11t"'I £�J'..]o-n-nnr:io ,,-,,,nn,het,1•;lr•"ln ne:.lt:i,rri-n'ln A.-:il<::11 .. ,, _.. __ .. .._.. t-' - ,. ..,. _. ,._. . ..,,.,.. - ...__, _.. _.. J-'- __._ __ , .......__ ... 

LJiLi<Lug-L1iLt<1t1g y,rng 
ni0n, r-a,1•; -rd-..-.l h '-.11'1 
�< ••-• • •••••·••••••D 

tidal-._ muugk iu ' ' orcu ilUl l 

11, • 1 1 1 1 1 , 1 'I • 1 • 1 

.). l\'H:Ictti-.._tU:' ... au u_paya-u_µayu UUtU!\. u1cu1.ugK.ilU\il f-,._C�CJdlH .. ci aau :'.)ULU:t.J. 

6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang mcnguntungkan masyarakat Iuas, 
7. !'..c.;' 'j 11 unt r pemilih J.u sum 1 J.i} ai.uu J.u1 

Imgkungan Indup. 

Salah satu dari perwuj udan iugas peiuerintah tersebut yang cukup peuting 

adalah kcwcnanuan dalam bidang pcrhubungan atapun transportasi. Bidanu 

_pcrhubun!,!an atau nun transnortasi nu penting dinerhatikan oleh nemerintah 

karena hal 1111 dominan berpengaruh pada kondisi sosial dan nerekonomian 

masyarakat lllUUUUll u,;:;1,;:;hcu11u111�u11 111;:;�UIU. 

Pemeritah adalah zeiala social. artinva teriacii didalam hubunuan antara 

masyarakat. baik individu dengan individu . kelompok dengan keiompok. maupun 

antara 11r,. .. 
llll saat GL(1U1CU11 

scbuah masvarakat. disana scseornnu utau suutu kelomnok, (sebut saw X) dalam 

proses atau interaksi sosial terlihat dominan ierhadap orang atau kelompok lain, 

(Ndraha, 2005: 6). 

Konsen menuernai iimu oernerintahan iuua dikernukakan oleh U. Rosenthal 

·· Ilmu yanQ secara otonom mempeiajari bekerjanya strukt,.,r-struktu, dau proses- 

dan oksrernal .,. yang dimaksud ... 1 pemcri ntanan 

umurn adalah keseluruhan moses-moses didalam mana terlibatnva kebiiakan- 

kebiiakan dan keputusan-kepumsan yang bersifat rnengikat untuk dan atas 

kd.idupan bersama. Dalarn Ndraha (2005:2291. 
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Sclanjudnya C. F Strong dalam Syafiie (2005: 22') mengcmukakan 
maksudnya pemeri ntahan dal am arti l uas u 1c111f.lu11 y cu h.co vv er uu1�c111 untuk 
memilihara kcdamaian dan keamanan nezara. kcdalam dan ke luar. Oleh karena 
�111 1"',Pt•-1 �.l1,,q l,,.1r1 IC• 
..l • ._ '-!; 1-'' I. ��«.l.•.J.�t} -1:\.I-• •.J ... ? 

, .... ,'-:,1,,1"'11t, ,r,:11 
J•''-- '--'•'i-''-'''J ,_,! 

n,;J;i-@r 
....__...,i.j.<:V..:} 

�1-tri.11 };pn.,, .... 1,,n11,;s1..._ 
� e � 1,. I ._ f .l '- '.· ..l I l -...,.,. J I f-' ._: \. < t .l 

11nh1l· 
,. '·' J_ t t '�·- . 

mencendalikan angkatan pcrang, yarug kcdua. hams mempunyai kekuatan 
lClln';l.-,1.-.lf-;,TI.:,. 4':lfQl I . -c·-·-·· ... I 111r1 Q-n #Y_l t1'\rl .-:11'\ /\" ll'Ai'; #T.-.l 1-.� 1'1 IC• 

....... ........... _,.. ... b - ......... 4 ......... b., .. ' "'"'"C ..... ._._ .. t:'.._ .. ., ........... _ ....... 

rnernpuuyu1 kdrn,tL,ill f'im;uciu1 .uau kcJ11e111µm111 uruuk urcncukupi kcu,1t1gc111 
dalam 

1 1 1 I , 1 '1 1 I '1 

111c11ye1c1tggcuar..,uJ }JClillUldH, Udt tt:'l�t;;UUL ueuau i L:u1gK.il t-,H;uyc1t:uggc11 Ucl.11 

kepentingan negara. 

llmu Pemermtahan adalah sekelompok orang yang drbcnkan kckuasaan 

legal oleh masyarakat setempai uutuk melaksanakan peraluran alas interaksi yang 

tcrjadi dalam pcrguulan rnasyarakar (baik antara individu dcngan individu, 

individu dcnzan lembaza pemerintahan. lembaga pemerintahan dengan nihak 

swasta. maupun pihak swasta dengan individu) intuk memenuhi kebutuhan dan 

keperiuan. hiduo schari-hari. sehingga 

harmonis. (N urcholis, 2005: i l 2'1 . . 

Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang mclaksanakan funusi 

n-'Cl';,,J,"'1'"" undunz-undanz vaitu "C'lr.,!OJ11P')1' oranz vane 'J'J .b"l'J •]r,\11 tugas l111[ 'l1J', J 1. ... 1u1.u.JJ.n .. u11 llJ.l\.. Ull1S LI \. Clltt:,.., Yl. o l'\.\., • \ J.'\.. .lU .1� _fU � \. \..i l'-.C ... ..... ..._ 

merencanakan. menaumnui, mcnvusun, menzorzamsast, mcnaaerakkan.dan 

mengarahkan scgcnap upoaya masyarakat/oenduduk suatu negara dalam ranuka 

mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan. 

Selaniunva Budiario (2003:2 i ·, menzemukakan bahwa nemerintahan adalah 

yang 

nezara memiliki tuiuuan untuk mewuiudkan ueuara berdasarkan konseo-konscn - - 

dalarn negara tersebut, Sclanjudnya konsep-konsep tercapainva ncgara daiam ilrnu 

nolotik adalah m;:=n,u (state). kckuasaan inower). ... De "'"""1...·1,... k • . , . u:::ntUlJllUll\:UUlU;:')CHl 



(decisionmakinp). kebijakan tpolicv. beleid). 
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atau 

alokasi I allocation). . . 

Sedarmavanti 12004:91 rnenvatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah 

11emerintaha11 �vang 

ncmcrintah adalah : 

�-,....-,.�,.-1"'�"\'1"'1on4·= 
l.llCIJ !:Sll\.J1.lJ lULJ kedauktan ..---..1,:,J ..... 

Vl\..,JI itu tugas dari 

b. Memaiukan keseiahteraan umum. - . 

c. mencerdaskan kehidupan bangsa, 

d. Mclaksanakan kctcrtiban dunia yang berdasarkan kcmardekaan abadi dan 

keadilan sosial. 

Kemudian berdasarkan Undanz-Undanz Nornor 23 - - 
,-.-; "'! ,..,.. ..... \ ... " • J l anun LU 1 �- tentang 

nemerintah Daerah Otonomi Daerah adalah hak, wewenanz dan kewaiiban daerah 

otonorn untuk mengm11r dan mcngurus seudiri urusan pcmerintnhan dan 

kcncntinc """ "'" '" 'ara lrn<- sctemoat """' '"; den "'111 nerat 111··111 l'e-1·1111cl011u undauuau f\. ... vlltlll��au JlHLJi Ju (lf\.Ul o l!Clll�(ll .:)\..,;:)l.l(t,l Vlli::-( ,• - c ' ( (l. � - �(. • 

Sedanzkan daerah otonom menurut Undanu-Undanz Nomor 23 Tahun - . 

20 l 4 1 en tang Pemcrintaha Daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang 

t.....---.··.,-.,.n ln,1"-..--..,-. ,r,rr•1..---. .. ,,--.1,... ,;rr.-,,-. .... ,-..- j...,,_.,, .. ,.r,...,..,..,.,..,.,.,..- .,...,,..,. _,.,,.,--..,n,--.-.-.. r-J ..... .,...,., ... , .. .,..,...---..--.-..�-.,n -.-. ... ,-.-.,--,..--.. .. ,... memounvai lJ(LLCL�-u<.1.LCT.') VV llU)'tlll )' Ull!:; LJ\:il W\/llUll� 111\_;Jl�alUl Ut.:Ut lll�ll�Ul ll.') LU U.)Ull 

nernerintahan dan keoentinzan masvarakat setemoat menurut nrakarsa sendiri 
- - 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam svistem Negara Kcsatuan Reoublik 

Indonesia. Pemerintah menyelenggarn urusan 

nemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tuvzas nembantuan 

denuan nrinsin otonomi seluas-luasnva dalam sistem dan nrinisn Neuara Kesatuan 
:..- _;.._ .... ., _;.._ J. _. 



Rcpublik Indonesia scbagai rnana dimaksud dalan Undang-Undang Dasar Negara 

Reoubiik Indonesia Tahun i 945. 

Pernerintah daerah menurut U ndang-Undang Nomor 23 Tahun 20 i 4 tentang 

Pemerintaha nrlnlnh 
U'U(ll(UL 

r: .... h,,,•1e-.111"1• 
'---J Ul.JLtl JJl.11-, \,.,/ alikota dan Pcrangkat 

Daerah sebauai unsur nenvelenuuara nemerintahan daerah. Dewan Perwakilan 

rakyat daerah sebagai unsur pcnyetcnggara Scdanukan 

Peraturan Daerah selaniudnva disebut Perda adalah ncraturan daerah nrovms: 

dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota, 

Dari pcngcrtian diatas dapat dikctahui bahwa pemcrintah daerah provmsi 

dan kabunaten/kota adalah meruoakan daerah vanu diberikan hak otonomi unutk - - - - 

mengatur dan mengurus rumah tanuaa dacrah. 

Otonomi daerah yang diberikan oleh oemerintah pusat keoada daerah 

memiliki kewenancan seluas-luasnva untuk menuatur dan meneurus daerahnva - - - - - 

sendiri dengan tetan oada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 

untuk bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dun menccrdaskan 

banzsa, Pemerintah oerlu melaksanakan nembazian iuaas. sehinuza tuiuan nczara 

dapat tercapai secara optimal dengan cara yang efektif dan efesien, 

C' 1 ,· d Tu -. ' ,,-0 r, 1 i' ',,1 ... C1 ... 1, ',..,.,, ...... o ......... r- .... ,.,.,,.,. �-v,,+...-,' rl,-.r .. ,...rt.h T'\: ...... .-,--·, ._,,c anju nya Illas acra lac aian unsur !)61<lK.:,auu pcmenntan uov.,au. ,__,u,«c, 

Kabunaten/Kota meruoakan unsur oelaksaua nernerintah Kabunaten/Kota 

dipimpin oleh seoraug Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
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Pernerintah agar danat mcwuiudkan kcseiahtcraan L1,11u111 c:,.;;ba':aa� tuiuan 

neuara nerlu melakukan unava-unava. diantara dengan mengeluarkan kebijakan- 

kebijakan untuk mengatur berbagai asock kehidupan berneuara sehinzaa tujuan 

negara danat terwujud. Dcngan 1 '! 1 •• I " . 1 1 -• acanya K.co1_;aKa11 nemenntan y·ang ncraru 

neraturan vanz menuatur asnek-asnek kehidunan masvarakat nezara diharankan 

Berdasarkan penJ eiasan diatas dapat banwa ....... ,..,,. .. ,..,.. r,, ··� ........ ,...,. i-,, 
!J\:JlllCJ lllULll cacran 

dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota merupakan orzanisasi pemerintah yang 

bertanggung jawab urntuk rnemberikan peleyanan terhadap masyarakat secara adil 

clan mcrata tcrmasuk dalam hidang transoortasi dan Dal am 

nelavanan bidanz transnortasi dan nerhubunean ini. maka salah satu aktifitas vane � � - - - - , - 

dilakukan pemerintah melalui instansi teknik Dinas Perhubungan adalah memberi 

vane kemudian d�jadika11 bahan .-1 ..... L, .......... 
UU!Ulll u 1c111 lJuut dalam 

bidanz nerhubunzau dan menzawasi neneranan kebiiakan vana telah dibuat. - - - .. - . - 

3. Knnsep Otonomi Daerah 

Bcrdasarkan Karnus Besar Bahasa Indonesia (2008:992)" ' . r.,.T.,.,.,,,,,r.,.�, 
\_JlVUVJ.llJ adalah 

nola nemerintahan sendiri. Sedanukan otonorni daerah adalah hak, wewenanz, dan 

kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuat 

undanu Nornor 32 Tahun 2004 scbauaimana Lelah diamandcmen denuan Undana- 

undang Nomor i2 Tahun 2008 tentanz Pemerintahan Daerah. defiuisi otonomi 

dacrah sobaaai bcrikut : "Otonomi dacrah adalah hak. V\' �VV\.c:;11(111!;,., 
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daerah otonom untuk rnengatur dan mcngurus scndiri urusan pcmerintahan dan 

keoentinuan masyarakat sctcmpat sesuai dengan peraturan perundangundangan". 

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah 

untuk mengatur, mengurus, menzendalikan ,ln, ... 
\.ICUL 

' . mei1gen1 bangkan urusannya 

sendiri deuuan menzhormati neraturan oerundanuan vanz bcriaku ( N urchol is, 

diamandcmen dengan Undang-undang Nornor 12 Tahun 2008 tcntang 

Pemerintahan Daerah iuua mendefinisikan daerah otonom sebazai berikut: 

"Daerah otonom, selanjutnya disebut dacrah, adaiah kesatuan masyarakat hukum 

yang mcmpunyai batas-batas wilayah yang bcrwcnang mcngatur dan mcngurus 

urusan nemerintahan dan kenentinzan masvarakat sctemoat menurut nrakarsa - - . - - 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Contoh daerah otonom (local self-govemmenu adalah kabupaten clan 

kota. 

Scsuai dcruzan Undang-undang Nemer 32 Tahun 2004 tentauz 

Pemerintahan Daerah, kabunaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. 

Dengan digunakanuya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua 

daerah tcrscbut rn"njadi daorah otonom pcnuh (Nurcholis. 2005:29'!. Dari 

nendanat di atas danat ditarik kesimoulan bahwa otonomi daerah daoat diartikan - - - - ,-.. 

scbagai wewcnang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah balk 

kabunaten 111aupuu kota untuk rnengatur. mengurus. mengendalikan dan 

meneembanekan urusannva sendiri sesuat dcnuan kernamnuan daerah masmu- - - 
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masmz dan mengacu kenada kepada peraturan fJcc, u11d,u1:;;cu1 yang berlaku dan 

rnengikatnya, 

4. Konsep Kcbijakan Puhlik 

Kebijakan publilc adalah tindakan pemerintah 

nublik adalah tindakan vanu dibuat dan diimnlementasikan oleh badan nemerintah 

Young dan Quinn dalam Suharto (2005: 44';. I ,-,,,t--..1h 
J__,.'vUIJl 1anJuc1 1•• 1! "'! 1 1 CliJG.tas1(an. nar1vva � 

kebiiakan nublik adalah seperangkat tindakan yang berorientasi nada tuiuan. 

Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, rnelainkan terdiri 

dari bcbcrapa nilihan tindakan atau stratcgi yang dibuat untuk mcncaoai tujuan 

tertentu demi kenentinzan oranz banvak. - - - . 

Kebijikan itu sendiri ole Elau dan Prewitt dalam Jones (]99.i: 471 

didefenisikan sebauai "keputusan tetap" yang dicarikan oleh konsistensi dan 

nenzulancan ireoetitivnesst tinukah laku dari mereka va1112: membuat dan dari . - - 

mereka yang mernatuhi keputusan tersebut. 

Sementara itu menurut Kansil dan Cristine (2003: 100) kebi_iakan 

merunakan ketentuan-ketentuan vanz harus diiadikan nedoman, pezanaan, atau 

petuniuk bagi setiap usaha dan anaratur nemerintahan sehingga tercapai 

kelancaran clan ketcrpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. 

Sedanzkan menurut Ndraha (2005: 498) vanz dimaksud dcnzan kebiiakan 

pemerintaha adalah sebanai pilihan tertentu, usaha untuk mempcroses nilai 

pemcrintahan yang bcrsumbcr pada kcarifan pcmcrintahan dan mcngikat sccara 
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ncrnerintahan didalam linckunvan oemerintahau. - - - - 

Berdasarkan pendapat diatas. maka vang disebut kebijakan nemerintah 

adal.ah suatu formulasi bcrupa keputusan tetap yang dikeluarkan pcmerintah dan 

berlaku umum untuk diiadikan nedoman, neeauaan, atau netuniuk bazi setian 

arah yang: dikchcndaki dalam penvusunan kebijakan tcrsebut. 

Dunn menuemukakan proses pembuatan kebiiakan adalah seranzkaian 

aktifitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya 

bersifat politis. Aktifitas politis terscbut dijclaskan scbagai proses pcmbuatan 

kebijakan dan digambarkan sebagai seranzkaian tahan vane saline bergantung 

vanz diatur rnenurut urutan waktu. penyusunan azenda, formulasi kebijakan. 

adobsi kebiiakan, implementasi kebiiakan dan penilaian kebijakan (2003:22). 

Di Indonesia rnenzuunakan istilah "Kebiiaksanaan dan kebiiakan" dari 

teriernahan Policv vanu dikaitkan denuan kenutusan nemerintah. Hai ini diiiharni 
�- ... - - '-- .. I,. 

oleh kata yang mempunyai arti kewcnanzau dan kekuasaan yang dipegaug olch 

nemerintah, bertuiuan untuk menzarahkan dan bertanuuunz iawab melavani 

umum. Pandangan ini disejalankan dengan pcngertian Public yang berarti 

pcmcrintah .. masyarakat dan 1n11t1111. 

Perbcdaan antara kcbikansanaan dcnzan kebiiakan, vanz mcmbedakan 

istilah Policy sebagai keputusan nemcrintah yang bersifat urnum dan berlaku 

untuk . ' 
�l;!Ut Ull uu::;:;:-'-1la masyarakat .. dcngan istilah vanz diartikan 

kenutusan vauz bersilat kasuistis untuk satu hal. - . - 
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dalam bahasa 

Yunani tGreek) artinva "Nezara Kota". Dalam bahasa Latin vaitu Poiitik atau 

Negara. Bahasa Inggris lama (Middle English) dinilai policie vaitu berkaitan 

dengan unsur pemerintah atau administrasi pemerintah (Dunn. 2003;48) 

Kemudian dalam bahasa indonesia "kata kebiiakan dan kebiiakan" Biiak 

• l l'M isd« '""" .. ls"'' j '" i•f , '"" , .• ,�_,�,, /'.!_.._, .• ("--.' . '']- 
I 1 ,O•t 
l • 

li11 kebijaksana itu bukan sekedar .. p1n1ar atau cerdas 

(smartv', 

Pada saat sekarang persoalan publik meniadi mcnjadi lcbih kompleks. Tdak 

ada satu masalah hanya dapandang hanva "satu" a.'.>uuvk yang bcrdira scndiri, 

tetani terdiri dari berbazai asnek vana saline bcrkaitan dan saline memnenzaruhi. - - - - - - - -- 

Keterkaitan itu tidak tcrbatas pada satu lingkungan tertentu, tctapi danat 

aspek yang berbeda-bedadan berlaku secara cepat, 

Selanjutnya dapat dilihat defenisi kebijakan yang dikemukakan oleh Latif 
{'")()()c;:.QQ\ "(f<:l11iH tYl,.:::::..nn�"tYlll],,-,.11,r,--:in h,1l-nu<1 l,,-c,,h;;'llrr::r.n '-lAr:il,lh ].r..-lfr::r. lo:::.h�:'llr'ln n.-l-:h1 
\, ....,. ................. ,, -' ...... b �·..._..- - -· ..... ... • • .. _.. �,- .. - - ....... _...... _ ... _ .. ., ��-._, ........ ..,,., ....... ) ...... ., ..... 

periiaku, seseoraug baik pejabal aiau peroruugan, keiompok kekuaian pulilik aiau 
instansi pemerintahan yang ierlibat f"-l�l�H11 �n�tn hirl�1n� kegiatan tPl•fp.nfn yang 

1• 1 1 I I 1 , 1 I 1 1 1 
urar aur, ... au !Jctlld. ltU11U�d11 1!ktJdtctll zuau jJCl.!1hl�i'.:.llctllilll Jdltg �1VllUUUllct.gct LlCllbdll 

hambatan-hambatan tertcntu. Untuk selanjutnya mengacu kepada tindak atau 
ti11tia}:a1: b11;ola Jang berpengaruh kepaJa iujuan. seraya mencari pelua(ig-pe1uang 
untuk r.ne11c�t_pa1 tujuan dan atau rnewujudkan sasaran yang 1ng111 dicapai. 

dikatakan 

tinckahlaku uuna rnenzatasi masaiah nablik vanz memnunvai tuiuan, rcncana. dan - - - - - - - - 

progrmn yangakan dilaksanakan secara jelas, 
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Lebih laniut Koryati (2005;7'1 mengernukakan oanwa kebijakan merupakau 

nenembanuan vane dilakukan oleh institusi nernerintahan dan aoaraturnva. - - - - 

Sehingga kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa: 

a. I(ebijaka11 pemerintah sclalu mempunvai tui uan tcrtcntu atau merupakan 
tindakan yang beroricntasi pada tuj uan. 

b. Kebiiakan itu berisi tindakan-tidakan atau nola =nola tindakan neiabat 

Kebiiakaa A-lit!Npltkrii.t -;pa j .. ,ng oo,��rr-tK�r!if o•��kUY 'ii r· snerint h, �3 ii 
hulr�n n'lPt·11ngJr-;::in !lno;t "�no hnrn l)'\Pnl�r11 rn�Lrc11rl �1t�111 nPrn"-;\1--::1n 

----- -·,:•-·---·-- --_._...-- .,1 -·--o - --- -- ------�,----- -------- ---- .l· ---- .. · -·--·-- 

pcmeri iitall uii tuk melukaka» s.::;:;L1.:1i.u. 
d. Kebijakan pemerintah itu hPrc,if<lj pnc,ifrf rhl�!Pl arti merupakan 

1 -- ,_ -- ··--�··"-'- ., __ ,_ 1_1 1 -·- .. __ .J. J 1 1 -- _1_1 1 
!\.\.jJULU.2'(U.1 JJ\....111L! u n cu ; tl!!lll!\. !UL!Ct!\...U!'- ... C!JJ .'.'.,L.)LU;nu cu cu.r tlU.("!1\. .!.1!\.o!C!t\.U!":..CHL 

e. Kebijakan pemerinran dalam arti yang positif didasarkan atau selalu 

iotoruaup. 

Dalam meugukur pelaksanaan tersebut Hugh Heg1o dalam Dunn t2u03;29) 

menvebutkan scbazai kebijakan suatu tidakan yang bermaksud untuk 1uc11�aum 

tuiuan (a course of' action intented to accomolish some ends. Dcfenisi Heclo 1111 

selanjudnya diuraikan oleh Chalers Jones dalam kaitan dengan beberapa 1s1 

ukuran kebiiakan vaitu; . - 

i. Tuiuan vaitu tuiuan tertentu vanz dikehendaki untuk dicanai, 
) "RPnr-�n� !:lt�111 n1Y,n()��1 "!:llt-11 �1�1· �t!.111 P�lr!..1 1111i11l· n,P,nr�n�T 111i11!71n • •-,•·•••--".••• ••·---·--• i"''•''i''I"'�• ..,• .. , . .,.. .... ••••-•'- ••••• .... -. _._,;...._ ·-••,•· ..... ••• ,.,._._.,._•-•··1--•·• ••:J'•'"' .... '" 

3. Program atau cara tertentu yang diambil untuk mendapatkan persetuiuan 
'!:lt�ll nPnnp,c�h�n 11nt11lr 1n1:)n��:tn�l h1;11�n 
···•t- __ . - ..a. --- 

,I ... , -, Keputusru. y .. 1itL1 tii1G�ikaiJ terteutu ynDg (�iari·1tl} 
t,�i�!�_n, nwt11h11�,J dan menycsuaikau rencana, 
·-- ···- -----'�----:•---· . -- ------- 
! !H.·11t,\..· V CU UC!;.)1.f\ .. C!!! }--'.! U,tS1 f.U!!. 

- - ·- ..._ __ 1_ 
UUltll\. 

J. Dampak. (errect) vaitu yang ditimbulkan dari suatu program dalam 
masyarakat, 

oleh Ouade daiarn Dunn (2003:45'1 bahwa analisa kcbiiaksauaan adalah sebuah 

disiplin ilmu yang mengg.unakan berbagai metodc nenelitian dan aruurnen untuk 
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sehmgga dapat dimanfaatkan cu tingkat politik dalam 1'<111.�ka mernecahkan 

masalah-rnasalah kebi iaksanaan. 

Selaniutnva danat dilihat pengertian kebiiaksanaan publik yang 

dikcmukakan oleh \Vi11ari10 (2007� 16) bahwa kcbijakan publik adalah serangkaian 

keuiatan vanz sedikit banvak berhubunuan berserta konsekuensi-konsekuensinva 

5. T�u1i Tiigas 

Menurut Moekiiat (1998: l l '1 tueas adalah suatu bazian atau satu unsur atau . - 

satu kornponen dari suatu jabatan. Tu gas adalah gabungan dari sua unsur element 

atau lcbih sehingga mcnjadi suatu kegiatan yang lcngkap. Scmentara Stone dama 

Moekiiat (1998: 1 O'l mcnzemukakan bahwa tuzas adalah suatu keziatan nckeriaan - - - - - .. 

khusus van 2: dilakukan untuk rnencapai suatu tuj uan tertentu. 

snesifik vanz diialankan dalam oruamsasi vaitu menurut John dan Marv Miner 

dalarn Moekiiat ( 1998: i 0) menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan 

tertentu y'cu1g dilakukan untuk suatu trujuan khusus, 

Berdasarkan definisi tunas diatas, danat disimnulkan bahwa tunas adalah 

kesatuan nekeriaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para 

nezawai dalarn sebuah 01·ga111"sa"1 · Vc.111" =,, ... i..,-' .. ;1""' """'1"w"" ,,,.,,.,, .. ,. '"tang . v�aYVCt U. "I ov 1 -- ' _ cro _ !::- llJC,11.LUCiJ ll\..(111 !_:.(UJlUctl(llJ l,\..,lll(U11::- l l -- 

Iinakun atau komuieksitas iabaian atau oruanisasi demi mencanai turuan tertentu. - - - 

6. Teori Pcngawasan 

Mcnurut Silalahi (2009: 174) funzsi keaiatan ncrcncanaan mendahului ··- ··- ' 

ueuzawasan dalam hai mana nerencanaan mewarnai dan memnenzaruhi keziatan - - - - - - 
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l , , . . � I . ,- , . b ,., pengawasan. seuangKan kegiatan pengawasan �rang eret(til memben um pan al tK 

(feed back) untuk hal perubahan-perbahan standar input (masukan) yang sangat 

selaras. Dengan dernikian pcrcncanaan dan pengawasan dapat dipandang sebagai 

mata rantai vang saling berhubungan dan saling mcmpcngaruhi. 

Selaniutnva bahwa sistern nenzawasan meruzhendaki adanva dua svarat 

terscbut adalah: 

l , Penuawasan meruzhendaki adanva rencana, - - 

2. Pengawasan menghendaki struktur organisasi. 

Dari hal pandangan diatas, mcnurut Silalahi (2009: 175) pcngawasan adalah 

merupakan proses nenuamatan dari pada pelaksanaan seluruh kcgiatan organisasi 

untuk mcniamin agar semua pekerjaan yang sedaruz dilakukan berialan sesuat 

. . ' ,. k dengan rencana yang telan d1tetap ·nn. 

Dari defenisi diatas danat diielaskan bahwa keuiatan nenuawasan 

dimaksudkan untuk menceuah . " penvunpangau-penyi mpangan dalam 

melaksanakan keziatan atau nekeriaan �r,n ""].,.J;,n,n n,�J,.J ... 1,,,,, tindakan c> ... ,�,,. ......... ..._... "- _ \, �JCl"-Ol_lUU \..IUIJ .:l\,,.,1'.._(.Ult:-l.l..:t llJVJUJ\..l.l :\.C.U L ll.l (l '- l 

nerbaikan anabila sudah teriadi dari ana vanu sudah ciirencanakan. 

Ivienurut Mokler pengawasan atau pengendalian manajemen adalah suatu 

usaha sistcmatik untuk mcnctaokan stander prestasi dalam sasaran ncrcncanaan, 

merancang sistem umnan balik nforrnasi, membandingkan prestasi aktual denaan 

standar yang telah ditentukan itu. mcnentukan apakah terdapat penyimpangan dan 

ncngukuran signifikan 11\:0u_v uupmus.uu tcrsebut. ·� "" """' 1, · 1 l lJ\;,l U.!,(ll11U11 tindakan 

perbaikan yang diperlukan untuk meniarnin bahwa semua sumberdaya perusahaan 
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yang digunakan sedanat mungkin secara lebih efisien clan cfektif guna mencapai 

sasaran (dalam Siswanto. 2005: i 58·1 

Sedaugkan menurut Fayol mengemukaan tentang pengawasan dalam setiap 

atau berialan sesuai rencana vanz telah ditetankan berdasarkan instruksi-instruksi 

bertujuan menunjukkan a1a1.1 mcncmukan kclcmahan-kelcmahan agar dapat 

dinerbaiki dan menceza teriadinva kelemahan-kelemahan itu ( daiam Sarwoto. 

2006 :95). 

Mcnurut Manullang (2008;173) bahwa tl�iuan utama dari pcngawasan ialah 
mcngusahakan agar apa yang direncanakan mcnjadi kcnyataan. Untuk dapat 
merealisasikan tuiuan utama tersebut. Maka nenzawasan nada taraf nertama - - - - - 

dikeluarkan dan untuk menegetahui kendala-kendala serta kesulitan yang 
rl1h')rl,.1n; r1<l.1':lt"Yl ni-'ll':.ll,..c-:,..-,�o:1-n t'(.cl.l'\�')n•:li ht.3t•,1<J.c•-xrl,-,:.n nPn�n,11'1n_n,.:.1,r-,,m11-:1n ... -···-�-·1 .... _,,,_.., __ �--- r--�L ... �I- ...... -�.,.. --#_. __ ,.. -- -- ---��-·· ·- ..... ·- r---·----·---·-·-� r·-··- .. �------�� 
, 1 , 1 , 1• 1 •1 i• 1 1 , 1 1 •1' 1 •1 1 1, •, ierseour uuµut uuu uuu unouuuu uuuuc 1nen1pciuuHunya oauc pauu w .. ucru nu 
taupun pada ,v�J.rfH yang �f<qn datang, 

Manullang (2008; 176) Juga mengatakan suatu sstern ,...,,-l,..lnh 
U\...ICllCUJ 

efektif, bila maua sistem nenzawasan itu memennuhi nrinsin-nrinsip fleksibel 

yaitu: 

a. 

b. 
c. 
d, 

c: 
L. 

{J �· 

·� t l:J ' ..» ·� t •+. J ,�nv; 1;apa · mercnexnr sira -snat uu11 

kegiatan yang hars diawasi. 
Danat denuan sezera melanor nenvimoancan-nenvirnnanaau. - - 

Daoat mcrcflcktir pola nrgtrni!.;:J.si. 
l�'L, "11 ()ll'l i c ---------· 

bebutuhan-kebutuhan dari kegiatan- 
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Manullang (2008: l 72) pcngawasan adalah suatu proses untuk menetaokan 

pckcriaan yang akan dilaksanakan. menilai dan mengoreksi apabila perlu deugan 

maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana sernula. 

· 1,1a·1t1'1'11a11•r (10v"Q-1 Q'1) D''0°A" nenzawasan a'1'•""11a '"'" ;,,,�n oenzawasan v l l 0 "'- o'I ()___} - 1 ov.o .. VU�UVVCl�. llH•t c _!JU.ll _,u�u J.J'\..;J.l�UVV 0 1 

vanz diobiekkan ananun iuza hurus melalui beberana fase sebauai berikut: 

J. Menzadakan tindakan perbaikan ( corretive action 'I. 

Menurut Hasibuan (200 l: 56) dalam melakukan pengawasan kerja dan 

maka langkah yang ditcmpuh antara lain : 

a. Menentukan standar vanz di cunakan dalam nenzawasan dan 

pengendali an. 

b. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang dicapai. 

c. Membandinzkan basil denuan standar dan menentukan nenvirnnanzan. - - - . .. - 
d. Melakukan tindakan perbaikan, 

Terrv (dalam Zulkifli, 2005: 2009) adalah sebazai berikut : 

1. Menetapkan standar. 

J. Menzadakan uerbandinuan terhadan nclaksanaan keziaran. 

4. Koreksi adalah penvesuaian kegiatan onerasional supaya meucapai hasil 

yang sama scocrti vang dircncanakan. 
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7. Kcnscp Pcrizinnn. 

Dalam menvelenaaarakau nemerimahan, nembanzunan cian nemberdavaan 

sorta ' peiavanan masvarakat .. maka diperlukan suatu kebijakan yang tetap dari 

nemerintah vanz dituauzkan dalam bentuk kenutusan. kebiiakan ataunun 

perundang-undangan. Dengan demikian, aparatur pemerintah mempunyai dasar 

clan fungsinva. Disamninu itu. umuk melaksanakan tugas dun kewenangan 

pemerintah secara terarah clan terpadu. maka diperlukan suatu kebijakan yang 

disusun sehingga wc-11\.,aum sasaran yang diinginkan. baik oleh masvarakat 

maunun orcanisasi nemerintahan itu sendiri. - - - 

Mcnurut Kansil dan Christine (2003: i 89t azar ketatalaksanaan tuuas-tuaas , - ..... - 

pemerintah dapat terselenggara dengan baik. maim perlu diperhatikan asas-asas 

vane rneniadi landasan dan nedoman nenuaturannva vaitu : 

a. 
h 

c. 
-• u. 

1{ p.jp,]�C'!H1 - - - _ _, - ··-·- ---- 
tcrl ih .. ii. 
P,·in-,in km,nforn-,i - - ---· ·-r ---· - - -·--·----- 
'T"' ... , • 
.1 L1"ti.t.r1.:-i 

t11n�1ci f�,;\n 1",;:]nnn1111n i•:.n�,�,h - --o--- -· -·-- -----1.;:,c;, ----,�� .. , -· .. -· -- 
'-Y�t-io;:1n •.:H"ti�r!1tnr ,,-�nn -- - --�·r· - r --- --- �-- .. -' +:»» 

Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku. 

e . 
c 
1. 

Dikomunikasrkan kepada scmua pihak yang berkcpcntingan. 

-, l ' • I " 1 • , l1 , d ' , sa an satu kemjaxan untuk mcwujU{u-:.m otonomi acran ocngan ncncranan 

asas Desentralisasi. Dalam rancka oelaksanaan asas Desentralisasi tersebur. maka 

dibentuk dan disusun Dacrah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kuta vang 

berwenang mengatur Jui1 111\vll�.Ul U� h..cpc;ut�u�c:Ul I nasvat akat setemoat menurut 

nrakarsa sendiri berlandaskan asnirasi masvarakat. menurut nassal i O a vat ( i ·1 - - - 

Undaug-Undang Nomor 23 Tahun 20 l 4 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan 
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bahwa Pemerintah Daerah menvelenucarakan urusan nemerintahan vane meniadi 
,, -- ' ,. ,;# ... 

kewenanzannva kecuali urusan nemerintahan vane oleh Undane-Undanu 1111 - . . - - 

ditentukan menjadi urusan Pemerintah, 

Tentanu Pemerintahan Daerah itu diielaskan nula bahwa urusan nemcrintahan 

nolitik luar 1',l,�,'J"'"]. ncrtahanan kcamanan ,, .. stisi monctcr ,.;,,., ·-�ni,ni Nasional, � �V!:-V1 ., ... ,v ul., I\..V( 111_UIJU. 1., ·' l.l.::')t o t , 11 \.Jll\;.,lVl UCUl 11.:).1\._£.IL • jJ � 

dan azama. Maka berdasarkan nasal 10 Undanu-Undauu Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah itu, danat dikatakau bahwa mcnyelenggarakan 

urusan di bidang ckouomi scpcrti 

kewenanuan nemerintah daerah, 

' ' JJVU_!:,VLVlctCtll rctribusi mcrunakan salah satu 

Adapun kebijakan untuk membanaun ckonomi masvarakat daerah 

diantaranya dapat dilakukan mcmberikan kemudahan bagi masyarakat dalam 

nencurusan nerizinan usaha, Oleh karenanva kebiiakan nemeirntah dalam bidanc .. - - . - - - 

perizinan bendaknya lebih efektif dan berorientasi mendorong pertumbuhan dunia 

usaha. 

Pemberian izin nada dasarnva adalah baaian dari aktivitas nelavanan nublik 

yang dilaksanakan pemerintah, yang mana dalam ha! ini pihak pemerintah 

mcmbcri izin kepada seseorar1g atau badan huk.11111 untuk mclakukan tindakan- 

iindakan atau keuiatan usaha iertentu. Dalam hal ini ncrnerintah hams bcroerau 
- - - 

sebagai koordinator dan fasiiitator dalam pelaksanaan sistern perizinan tersebut. 

Penman perizinan dalam Gra nembangunan yang bcrlangsung sangatlah 

nentinu untuk terns ditiruzkatkan tericbih lazi masa zlobalisasi dan indutriaiisasi. - - 
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Pembanzunan yang dilaksanakan adalah bermaksud Ui1tUK membawa perubahan 

dan nertumbuhan vane fundamental. dimana sektor industri akan meniadi 

dominan yang ditunjang olch sektor pertanian yang tangguh. Namun aear 

perkembangan dunia usaha tersebut telah menimbulkan da11111ak negatif yang bisa 

meruzikan maka diperlukan suatu oenacndalian dari nihak ncmcrintah senerti 

........ ,-,. .. ....,.... ..... r,,-.•11 ,--.. .. ,.,, pc::u1uv11a11 1Zii1 n.rinir.f.,, .......,,,.,. ... 1h,,i .. ,."r,,-.-v-.hr..-.•11i_,,, .. ,. 
UU(U.Ull !l�lJJl«l Jll\:)111U�lt1'..a1J. 1Z111. yang mana 

izin itu harus memiliki oleh usaha/ industri didalam mendirikan atau menialankan 

usaha/ industrinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

Izin yang dibrikan l l il sekaligus 1111.:iuuc1ha11 !--'1.:1..,ch�iuau dari pihak yang 

berwenanu terhadao aktifitas nenzelolaan dan nenzusahaan dari nada bidanz 

usaha/ industri yang dilakukan oleh pcmegang izin tcrsebut. 

Menurut Snelt dan Berze (1993;3) bahwa izin adalah salah satu i11stru111e11 

vane oalinz banvak dizunakan dalam hukum administrasi. Pemerintahan 

menggunakan izin sebagai sarana yuridis yang mengernudikan tingkah luku para 

warga, 

bpcit can Berge \ 1993; ·10) mcnjclaskan bahwa iZ1i1 ialah sua1u pcrsctujuan 
dari _penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah. untuk 
dalam keadaan tcrtentu menytmpang dari ketcntuan-ketcntuan larangan 
oerundanzan. Denzan memberi izin, nenzuasa memnerkenankan orang vane - - - 

,,�nn c,p.hp,n-::11·n'7�1 .i •. , • ·�_, _,. ,�.-· ,, J ,_. 

11 n""\ 11n, 1•..-1,�no h-,:..1·1·11 o L, -,:..1n ru:,.n, ,-,_, u.1·:1� •.-1n [. l1T1t!""'"i re- 'Ai l-<;i c-r-r-o �� 
----- -------:-._----- ---,------ .!." ----:...._-- ··--�� .. ------------ ---------., --· 

srsstcm 

izin menurut Soelt dan Berge ( 1993:7-8'1 daoat beruna : - - - .... 
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1. Keinginan mengarahkan, mengendalikan (stuen) aktifitas-aktifitas 
tertentu (misalnya izin bangunan). 

2. Mcnceuah bahava baui Iinakunuan (izin-izin linukuncan). - . - 
1. K-��-�,lr;������" �1�cl��1.ch���b�- 8l�"�k-8l:je!,: te�--ter1,_t1._� 

membongkar pada rnonumen-monumen). 
·1-rc1onrl,:il.,..- n'IL>.1"Y'lh.-:in-; h1_lt.nrlri.J'"\1_:i.r,,,..:l,,1 ".-;inn ,-,ar-1;1.,.;+ (;.--.,;1'\ "i'YH�nn-f,111,; ,-l; -�- - • ..,.., ,. _ _._ .._,_,.b_._ ...._._. - .. -w. .._,_.._ _..._ -· _ _.__._b �_.. - ,_ ,._,_._._._ ._._,.,__. � .. 

1 , 1 1 l '\ pauen penuuuux j. 
" Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin 

1 1 1 c c .,., 1 1 � 1 1 ° 
UtU .. lct:")QL1\_ctU trrcu.rc-e n ! tur t.:LHVC::l , LU! !ldH pv11gu1 u� uzu u�; rucu icuuur 

syarat-syarat tcrtentu ). 

Dengan dennktan, izm dapat chgunakan oleh pemenntah (penguasa) sebagai 

intrusiuenuuluk rnernpengaruhi agar ruengikuti cara yang dianjurkanrrya gu11a 

111cnca.pai suatu tujuan yang konkrit, Na111un kadanukala izm dapat disimnulkan 

dari konsiderens undanz-undanz atau nereturan yang menzatur izintersebutatau 

dapat pula dari isi atau sejarah lahirnya Undang-Undang itu, 

I . • ,J:.,� i� ,,.i 1 ,,, ,,,,.,.·_ , I. .. , ,,. ,,,.. \ ..--l " 1 L, t nstrumen 1Zii1 Ul!,;llll<U'.(UJ Ulelll JJvllJCOllllLUll I 1J'-'JJl6llU;:,UJ pnun �l::,.!llllJJUll l,..:;;:,ui 

bidang kebiiaksanaan terutama bagi hukum Iingkungan, hukum pengaturan ruang 

dan hukum perairan serta dalam hukum administrasi sosial, ekonomi. budaya dan 

kesehatan. Pada umumnva sistem izin terdiri utas larungan, persetujuan yang 

meruoakan dasar nerkecualian (izin) dan ketentuan-ketentuan vanz berhubunzan 

dengan izin. 

Batasan manaiemen nersonaiia atau manaremen Surnber Dava Manusia 

yang dan dimiliki okh n,-..---.-f-,' 
.:,UctlU 

orzanisasi. antara iain dalarn batasan vanz dirumuskan oleh : - . - 

Menurut Terry (dalam Sarwoto, 2006: 46) manaremen adalah proses vane. 

khas terdiri dari tindakan-tindakan planning. organizing. actuating. dan controlinsi 
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dimana pada masing-masing bidang dicunakan berneran ilrnu pengetahuan 

maunun keahlian clan vanz diikuti secara berurutan dalam rancka usaha 

pemcapaian sasaran yang telah ditetapkan semula. 

Dari definisi diatas, kemudia Terry /rin.ln,,..,, 
\ \.LUlUIJJ 

menzatakan ada emnat funzsi ranzkaian nokok keaiatan manaiemcn vaitu : 

anggota organisasi untuk menvclcsaikan pckcriaan dalam fasc ini nerlu 

ditetankan oleh manaier bila dan bazaimana nekeriaan ini dilakukan. - ... - - - 

b. Organizing adalah mendistribusikan atau mengalokasikan tugas-tugas 

l,.,,_ 1.- ,o.• n ,r t 1,,..1 1, -,..-,, ... ..,,.,..1.,..,,lr.r-.-�-- i,.-..1,..�-.n,nr,,,,..,,, ,....J t k • xcnaca pat a anggo a kctompok. lll\.,llU\.,L\.,';,-ll l'-'Ol\.Ua�aall can menc ao '3]1 

hubunuan keria antar anzuota kelomnok. - - - 

c. Actuating adalah setclah kegiatan planing dan organizing. manajer perlu 

dapat menggerakknn kelompok secara efisicnsi dan efektif kearah 

nencanaian tuiuan. - - - 

cl. Controlling adalah dalam orzamsasr bergerak atau berialan, manaier 

ho\ ........ ., 
L.lUJ\.I.� 

atau berialannva orzanisasi benar-benar sesuai rencana vanu telah 

ditetapkan berpcran mengenai adanya arahnva maupun caranya. 

Scdangkan mcnurut Siagian (2001: 05) mengatakan bahwa manajemen 

adalah sebauai oroses nenveienuzaraan berbazai keziaran dalarn ranzka ncnctaoan 
- - .... - - - 

tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan 

manajcmen untuk mcmpcrolch suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan 

meiaiui kcgiatan-kegiatan crane lain. denzan dcmikian danat dikatakan bahwa 
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manaremen mcrupakan inti dari administrasi kmc,m memang manaiemen alai 

utama nclaksana administrasi. 

Menurut Millet (dalarn Siswanto, 2005: 02) mengatakan bahwa manajernen 

nf"in i nl""I 
(l\. .. lULCTlL 

' . seoagai suatu proses pe11garahai1 dan pcmbcrian fasil itas keria kenada 

orang-orang vanz telah diorzanisasi dalam kelomook-kelomnok formal untuk 

c, t·n, -..,-,..i,..,., ,.. .. �� -.i- ....._ ,..,-.,..,,, f.,...i,.....j,, ,.. 
l_"JVUGJl!::_.J\.CTll Lll\:tlLUJ vu, t.:JUllU.:,J '-\.l(llUlll �1swanto� 'li\n.::::. 

L.,\}\JJ., OJ; n1ai1qJc111cn adaiah 

merunakan suatu sistem nerilaku manusia vane koneratif vanz dinimnin secara 

marupakan tindakan yang rasionai. 

Menurut Gic (dalarn Zulkifli, 2005: 28) mcnurutnya 11ia11<�,�111�11 suatu sub 

konsen tata nunnman merunakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa 

penggerakan orang-orang dan pengarahan fasilitas agar tujuan kerja sama benar- 

benar tercapai. 

Sedanzkan menurut Stoner (dalam Zulkifli. 2005: 28) menuatakan bahwa 

manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, menumpm. 

dan mengendalikan pekcriaan anggota ' rt_., ... .,, 
U(ll.l 

" ,,..-,.- ,,...,1, .. , , 
l.l1'.1ll.!::'�Ul lU1'_(.l.ll scmua 

sumber dava orzanisasi untuk mencapai sasarau orzanisasi vanz sudah ditetankan. 

Jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari kesamaan yang terdapat dalam 

1 I • ! f': • • 1" , , T] "l... l'�AA-11 ,··�-,,. 1 "! 1 b ' oeinagai n1aca111 Ge1J111s1 (,1atas inGnurut 1-_J_as1uuan \ LUU t: L) auaian anvva : 

l , Manaiernen selaiu diteraokan dalam lrnbunzan denaan usaha suatu 

kelompok manusia dan tidak terhadap sesuatu usaha satu orang tertentu. 

2. Dalam pengertian manajcmcn sclalu tcrkaudung adanva scsuatu tujuan 

tertentu vans aan dicanai oleh kelomnok vanz bersanckutan. Secara 
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sinukat manaiemen adalah persoalan mencalai tuiuan tertentu dengan 

suatu kelompok orang. 

Seciangkan menurut Gomes (l 995: 02"1 menzatakan manajemen sumber 

dava manusia menzelola sumber dava manaicmcn, dari kescluruhan sumber dava - -- - - - 

vanz tersedia dalam suatu orzanisasi, berneran oruanisasi nublik maunun swasta, 

tujuan organisasi. 

Menurut Flippo ( dalam Handoko. 1998: 06'1 meneatakan bahwa manaiemen - . 

nersonalia adaiah nerencanaan. pengorgamsasian, pengarahan. pengawasan 

kcgiatan-kegiatan pcngadaan, pcngcm bang an, pcmbcrian kornpcnsasi, 

pengintegrasian. perneliharaan. dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai 

berbagai tujuan individu. organisasi dan masyarakat. 

Berkaitan dengan uraian diatas, Manullang (2008: 031 mcngatakan bahwa 

manaiemen nersonalian adalah sent dan ilmu nerencanaan. oelaksanaan dan 

pengontrolan kerja untuk tercapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu 

dengan adanva kepuasan hati dan diri bekeria. Atau dengan kata lain manaiemen 

nersonalia adalah suatu ilmu vanz memnelaiari cara bazaimana memberikan 

fasilitas untuk perkembangan pekerja dan rasa partisipasi pekerja dalam satu unit 

aktivitas. 

Dari uraian diatas, danat disimuuikan bahwa manaiemen nersonalia dan 

sumber daya manusia adalah pengakuan terhadap pentingnva suatu tenaga kerja 

orzanisasi sebagai sumber daya yang vital bagi pencaoaian tui uan-tuiuan 

orzamsasi dan oemanfaatan berbazai funzsi clan keuiatan nersonalia untuk 
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ulclllctl 11111 bahwa lllCI chct menggunakan sccara efektif dan bijuk auar bennanfaat 

baci individu. oruanisasi dan masvarakat. - - - 

H. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pikiran bcrtuiuan untuk mcnggambarkan tentanz kcterkaitan 

antara variable nenelitian denuan indicator-indikator vanu memnenuaruhinva, 

kerangka nikiran scbagai konscp untuk menganalisis variable dalarn pcnelitian nu, 

vauz dinambarkan denuan diagram sebazai berikut : - - - 

Gambar It.I Kerangka pemikiran mcngenai Pclaksanaan Tugas Seksi 
l>nnn·,11,uq�•J1•1 ,lov, Pi::u-.,111n-ni•n•lln T\/ln,lo0il pq,l,11 - ---,,,.-- .. ------- ----- - --------------- - . --- --- - ---- 
i".imh,l dan Pd,ipmau I\.:n£maH T,:TffollU 

l-l'".1,l'::Jln llon•Jin•llm•Jltt 

T)o. • 'II" • I • 
ua1aiii n·icJ.:iKUh.iiii 

• • • -. .r W , ll'I. • 11 

I au.g� .. '1!;a.n .!'f.._t;! 1u.\.:1 2.��uu1.:�tt::H. 1 t.::.�!� �� �.u . 

Pemerintah Daerah L_.. ...._____ __ __,� Pclayanan Perizinan T erpadu 
Kabupaten Pelalawan 

r'engawasan izin oarang isurung 
Walet di Kccamatan Pangkalan 

l ... 
rengawasan dan t.,c.na11cu11[u1 

Modal 

Menurut Terry ( dalarn Zulkifli. 2005: 2009) 
1\.,1 p.nµ.f,::n,.l, ,:in ,.,t�n...-l 'l-.· 

pcnga\.vasill.1.. 
,. ., � 1' "I 

�J. l\'lCUbclLLctr .... cu1 pt:lUCHl'...a11gc1u tC:l1ldlldiJ 

pelaksanaan kcgiatan. 
T 7 1 • 

i',._Ufe}�::;1 

Cukup herpcran 
V, ... � .. --� 1�,---·�--.-�-- 
,-,,_1.,1_11.,1,,11b ''�i-·�··(,11 
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Untuk menzhindari kesalahan pemahanan dalam oenuzunaan konsco- 

konscn scrta mcnghilangkan salah pcngertian dari istilah-istilah vanu 

dipergunakan dalam penelitian ini maka penulis memperielas tentanz konsep vanz 

akan dioperasionalkan di lapangau sebagaimana yang peuulis maksudkan, sesuai 

d ug: pc lahan ·nn · ah n ·lili. untuk lcbil J d 

dilihat sebazai berikut : 

a. Pemcrintah adalah semua badan atau orzarusasi vang berfungsi 

memenuhi 1, """'1-,-.+. .L, .... , .... 
hlulJlllllllUll dan k_c.;pc;11t�u �i111 lllclllll:>Ht dan masyarakat. 

sedanukan vane dimaksud denuan nemerintahan adalah moses 

ncmenuhan dan nerlindunzan kebutuhan kepentingan manusia dan 

masvarakat. 

b. Tuaas adalah suatu bazian atau satu unsur atau satu komnonen dari suatu 

jabatan, 

C. Pc·1·r't'"'l'"111 a·t 0

"1"1' ·�.,,.,,,,,,1,,,., .r:,,,.,,..,: .,,,. .. ,,:.,,�.,,., ""'"' iuza memnunvai .1 ,l �C VY ( oc C .l. (.l.lCU L 111\..,J ll �JCU\.(lll J_Ull�.::>l LlHUlCT)V.1LlVL1 .. l' (l.11� .1 , _ U 1�11 . _Y c 1 

hubunzan vanu erat dennan funasi manaiemen Iainnva terutama denuan - . - - 

fungsi perencanaan. 

d. Menetapkan standar dan oclaksanaan vaitu scbagai satuan pcngukuran 

vanz danat diuunakan sebazai natokan untuk oenilaian hasil-hasil dari - - 

pelaksanaan pernbangunan. 

e. nelaksanaan kegiatan adalah cara melakukan oenuukuran pclaksanaan 

senerti nenzamatan. laooran-lanoran baik lisau rnaunun tertulis. metode 

otomatis. inspeksi, pengujian atau dengan pengambilan angket/sampel 
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f. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan anausa penyunpangan 

adalah membandinukan antara konsen deuuan imnlementasi tentanu 

kegiatan pengawasan itu sendiri. 

g. Pcngambilan tindakan koreksi yaitu cara yang dilakukan olch Dinas Tata 

Ruane dan Banaunan untuk memncrbaiki aoabila ditcmukan kesalahan 

� - ... . - ,. c.rininJ .... ...,..,,..,.,hni 
UUUl(Lll ,!-)CJ 11)(:U mernbcnkan 1Zii1 yai1g mana izm nu narus 

memiliki oleh usaha/ industri didalam mendirikan atau meniaiankan 

usaha/ industrinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang 

bcrlaku. 

D. Onerasional Variahel, 

Operasional Variabel adalah cara memberikan arti atau mendeskripsikan 

(penggambaranj dari sudut suatu variabel kegiatan atau memberikan suatu 

onerasional (nekeriaan I varuz dinerlukan untuk menuukur variabel tersebut. - ,- - - - - - 

Sedangkan variabel adalah konsep yang rnempunyai berrnacam-macarn nilai. 

Tabel H.1 : Operasional vari .. bcl mcngcnai Pclaksanaan Tugas Seksi 
Pcngawasan chm Penanaman Modal Pada Badan Pcnanaman 
Modal dan Pelavanan Perizinan Ternadu Dalam Melakukan . - 
P��g�.��,���-2� T�!�!�!��!�p !?tr! s��!".��g E��?!"��!?g Watet !�i !(e��.!!!�t�!� 
Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan 

r 

- 5 

P.<>;1, 
_J_ILI 11, • 

Baik 
1\ .. ura11g 

usahu 
burunz I 

harus 

4 

arang 
walet 

• � .� . .- .. ; --. ,--. 1 
• u.,u,,u l �. 
nurun ,-. , ; 'r L •-'-1 •c ....____., 

+,-JnJ, 
i�ff1i i . . - mernenurn �'. 

syarat, 
b. Setiap 

sarang 
walet 

Qi,... .. : .... _ 
-· .... -"'"J' 

r, /i ,-., •• ,�.1, ..... ,.;r,- ..... 1 r . .. . � .. �."] , .. u .. I era 11d�Jr. 

r-cnunurnan 
Modal Pada 
Badan 

r? • .,..., •• "' ...... : 
"-'"""''�"'·'' 

Tugaf. Sck;i 
J1erJg;tvvasaJ1 
dan 

J 
)'), ... ·� ., ''". ''. ,,,....... • .• , 1 •.• 1 .• l-, 
I .._.,, 't:tLA 1'9 LU OLI I I 

I J uga ill�II1p1.1ny:i. 

l l:ubungan yan� era'._ 
uengan rungsi 

I 
manaicrnen lainnva 
tcrutama denaan 
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Iungsi perencanaan Pcnanaman mcmiliki izin 
(Zul ki i:li, 2005: Modal dan 
'."2009). Pelayanan t2. Menetapkan 8 .. Usaha barn bi 'cl l. Baik. 

Perizinan pelaksanaan dij alankau 2. Cukup 
Terpadu kegiatan setelah Baile. 
Terhadap pengawasan, mendapatkan 3. Kurang 
lzin Sarang izrn aik 
Burung b. Adanya 
Walet di pemeriksaan 
Kecamatan 
i f-cil �gi- � la i"! 3. I mg u )i,. 1 a. ,\d�,) �-- I. ..iik. 
Kerinci perbandingan pemeriksaau 2. Cukup 
Kabupaten terhadap antara rencana Baik. 
Pelalawan pelaksanaan kerja dan 3. Kurang 

kegiatan pelaksanaan Baik. 
h. Adanya 

penyimpangan/ 
kesalahan segera 
dikoreksi 

4. Koreksi a. Adanya 1. Baik. 
peringatan bagi 2. Cukup 
pengusaha yang Baik. 
tidak memiliki 3. Kurang 
izm. Baik. 

b. Pernberian 
sanksi yang 
tegEJs terhadap 
pengusaha yang 
tidak taat atnran 

E. Tcknik Pcngukuran 

Dalam rangka menjawab tuj uan dari penelitian ini, maka perlu ditetapkan 

pcngukuran baik untuk variabel maupun untuk indikator variabcl. 

l , Untuk pengukuran indikator ditetapkan ukuran-ukuran sehagai herikut : 

Baik 

Cukup baik 

bila semua indikator variabel telah dilaksanakan 

sebagaimana mestinya atau dengan ukuran 75-100%. 

bila sebagian besar clari indikator variabel telah 

dilaksanakau atau dengan ukurau 45-74%. 



Kurang baik 
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bila sebagian besar indikator belum terlaksana atau 

denzan ukuran dibawah 44 o/ii. 

2. Untuk pcngukuran sub indikator ditetapkan ukurannya sebagai berikut : 

a. Menetapkan standar, dapat dikatakan : 

Baik 

Cukuo baik 

Kurang baik 

bila :;1;;n ma mdikah)f variabel telalt dliaksanakan 

hila sebauian 1,t::;ur dan indikator variabel tclJh 

dilaksanakan atau dengan ukuran 45-74%. 

bila sebauian besar indikator belurn terlaksana atau 

denuan ukuran dibawah 44 %. 

b. Mcnetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan, dapat dikatakan : 

Baik 

Cukup baik 

Kuranu baik 

bila scmua indikator variabcl telah dilaksanakan 

sebauaimana mestinva atau denzan ukuran 75--100%. - . - 

bila sebagian besar dari indikator variabel telah 

dilaksanakan atau dengan ukuran 45-74%. 

bila sebacian besar indikator belum terlaksana atau 

denzan ukuran dibawah 44 'Yo. 

bila semua indikator variabel telah diiaksanakan 

Cukun baik 

Kurang baik 

bila sebauian besar dari indikator variabel tcla.h 

di laksanakan atau dengan ukuran 45- 74%. 

bila sebagian besar indikator belum terlaksana atau 

dcnuan ukuran dibawah 44 %. 
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d. Korcksi. danat dikatakan 

Baik 

Cukun baik 

bila semua indikator variabel telah dilaksanakan 

sebazaimana mestinva a tau de11Q:c111 ukuran 7 5-100�10. -- - -- 

bila sebazian besar dari indikator variabel telah 

dilaksanakan atau dengan ukuran 45-74%. 

ik 

denzan ukuran dibawah 44 % 
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i�/,B iii 
l\111,'TOr\f.' J>J,'Nf.'I l'l'l AN 
..L •• - � _.._ ....___ - " • , _.., > - ..L - • ·-. ·- ..II. - - ..L - 

Sesuai dengan permasalahan penclitian maka rnetodc penelitian yang 

digunakan adalah metode kuantitatif dengan tipe pcnelitian survey. Penelitian 

.l • can 

meneliti seluruh populasi (Singarimbun, 2005:3) 

B .. Lokasi penclitian. 

Adapun vanu meniadi lokasi nenelitian ini adalah di Kecamatan Panukalan 

Kerinci Kabupaten Pclalawan, Adanun aiasan dijadikannya Kecamatan Kerinci 

Kabupaten Pelalawan scbagai lokasi pcnclitian ini adalah karcna banvak 

masvarakat yang membuka usaha burunu walet vana belum menuurus izin. 

C. Populasi dan Sampel. 

1. Ponulasi. 

Pouulasi adaiah wilavah ueneralisasi vane terdiri atas obiek/subiek vane -, - 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu vang ditetapkan oleh peneliti untnk 

dipelajuri dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005:90). Sebagai 

nonulasi dalam nenelitian ini adalah Kenala Badan Penanaman Modal dan 

Pelavanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan, Pegawai Badan Penanaman 

vanu membuka usaha sarana burunu walet Di Kecamatan Panzkalan Kerinci. 
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L Sampel. 

Samuel adalah sebacian dari oonulasi vanu meniadi sumbcr data 

sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian atau wakil dari 

populasi vang ditcliti. Menurut Singarimbun (2005 : 53) " sampcl dapat diartikan 

sebazai keziatan dari nonulasi vanz meniadi sumber data sebenarnva dalam suatu 

llll : 

Tabel Hl.I : Ponulasi dan samnel - - 
No 

I 1 

I 

Respond en 

Kcpala Badan Pcnanaman Tv1odal 
dan Pclayanan Pcrizinan Tcrpadu 
Kabunaten Pelalawan 
Dan,'1111,1; fl.,..l,lnn D.:H,'ln'lt,"\'lf'\ 1\A0rl'li 

I �l;�'r;�i;v�:�·;:;1;�;.i;i��;;�·i:�l:!��:1�;'" 
V nh11n'li-�n Dnl')l"l,,r,1n 

I .&-"'-t-'-·-··,,.. _..,_._ ,._..._.. 

Populasi 

i orang 

Sampel 

1 orang 

311 mas·y · arakat yang membuka usaha 
.-,,, ... ,.,.,,,, k,-.11•11-.,.,T 111,nlai ,-t; D,... .. ,.,..,1.,.,....fn,.,. 
.j£i.Jd .. \-ti6, i..iUi Uiit::, i,\-HVi.. '-.ii I '--i.iit:,"-'-U,iii 

I Keriuci 
.Iumlah 

., i orang 

I 
44 orang 

31 orang 

38 orang 

Adanun teknik nenarikan - . 

adalah sebazai berikut : 

,,,,,-.-."'ol 
.:JUUJ!-1\..11 ya11g digunakan dalam nenelitian nu 

Untuk Kepala Badan Penanarnan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kabupatcn Pslalawan .. dan masyarakat yai1g mernbuka usaha sarang burung waler 

di Panzkalan Kerinci menzuunakan metode Sensus vaitu ncnulis memunzkinkan 

menggunakan secara keseluruhan dari jumlah populasi yang ada untuk dijadikan 

respond en. 
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Untuk Pegawai Badan Penanaman Modal dau Pelayanan Pcrizinan Terpadu 

Kabupaten Pelalawan menggunakan metode purposive sampling vaitu nenulis 

menentukan sendiri besar sampel yang akan diambil. Ditctapkan sebesar 50 % 

dari jumlah populasi vang ada untuk diiadikan sebagai responden. 

E .. Ienis dan Sumber Data. 

Adaiah data yang: diperoieh secara Iangsung dari hasil wawancara dan hasil 

ncnelitian laoanuan. vaitu data vanz diocroleh dari hasil wawancara clan hasil 
'" � '!..- • - "- � 

l ' ' . ' d 1 ' • ' . ' -- 1 ' .,. o iservast yang berkartan engan masalah penelrtian mengenai Pelaksanaan i ugas 

Seksi Penzawasan dan Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal dan 

Pelavanan Perizinan T erpadu Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin 

Saranz D ...... "". U.lnln+ ,-1; -i,r ecamatan Panzkalan Kerinci t ' .nbunaten Pelalawan �.JU{. ==- .LJILHUll� l'l' ULVl �U 1"'--'-''-' l.lU.lU.11 , \. -.l'\._( <.I 1 J_'\.._ 1\..1 �'- ! l'i:i l C.UUY\'(. 

2. Data sekunder 

Adalah data yang dipcrolch melalui buku yang bcrkaitan dongan masalah 

nenelitian dan dianuuau nerlu. Sedanukan dari neroustakaan untuk mendanatkan - - - - - 

teori-teori tertentu yang rclevan denuan pennasalahan oenelitian termasuk 

I) • T • ' ' • o ' • T b 1·enmdang-Unaangan yang berkmta.n aengan nal terse ut, 

F, Teknik Penzumnulan Data 

untuk menuumuulkan data dalam nenvusuuau ncnulisau. maka teknik vane 
'-• - __;._ L .,.. � - '--- 

l" l 'I ·1 1 ! - l -i , uurunakan acaran scnazar oerucut � - - 

a. Kuisioner adalah nenulis melakukan nenaumnulan data denuan earn 

membuat daftar pertanyaan iebih dahulu dan ditanyakan secara langsung 

kepada setiap rcsnonden yang dijadikan sampcl dalam ncnelitian nu vaitu 
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Pegawai Badan Penanaman Modal dan Pclavanan Perizinan Terpadu 

Kabupaten Pelalawan dan masyarakat yang rnembuka usaha sarang burung 

walet di Pangkalan Kerinci. 

b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanva 

iawab secara lanzsunz kenada resnonden vaitu Keoala Badan Penanaman 

c. Dokumentasi adalah teknik pcngumpulan data dcngan mclihat atau 

mencanalisis dokumen-dokumen vana dibuat oleh subiek sendiri atau olch - . - . 

orang Jain tentang subjek. 

F. Tcknlk Analisa Data 

Dalam penelitian ini analisis data bersifat kuantitatif/statistik denzan tuiuan 

resnonden vanz telah ditetankan (Suzivono, 2012: 7) 
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Tabel iii.2: Perincian .Iadwal Keziaran Penelitian Tentanu Peiaksanaan 
T1...!���� Sek�! !1�!!�?-����!� (�.�!!� !1�!!?.n.���?..!! !\!!�:,!!�! P�!!� .H�-!�J�� 
Penanaman Modal dan Pelayanan Pcrizinan Terpadu Oaiam 
Mt>l<>li-nlr<>n 1>,,nn•.>ur<1-,•.>n Tt>1•h•.ul<1n 1'7in �·;,1•<1nn llu .. nnn W<>l,,t 

-• - !'!' • o - -- ' !! - ,.._ -- 0 ' ----� 0 I - 

No Kegi;cit;m R11l<111 chm M.ins1,(!11 T:1h1111 20 IS 
t----r,.11-,- ,i---,---J-.,-11- i - \:'"-' A n11c111c.o I �111nj;-;.mhPr . :j I ITl41 Ill I .1 "l ! ITI 4 l I � ., 

I Persiapan dan x x 
Penvusunan UP 

2 Seminar lJP T·-11 x x I .-,-, 
3 Perbaikan UP x v I � . Pembuatan daftar ! I I x x i I '-1 

l Kuisioner 

I 
I I 

I I I I 
s Pengurusan x 

n .. 7:�nrnc;ndn.e:;i penelitian 
u r'\.:.·,1cl;L�c111 inµntlJ!..tul x .... s: I I 
7 Penelitan ciao anaiisis x x x x 

I --1- dntn -- - ,- - -- - - - - - - - s DPn\111<.•1tt'l".ln l<:1nn.,·,.ln v v v I - ... ., --------·-- --.,.-·-·-- 

H I 

I I 
I I 

I I llllx I x I I 
I I pcnclitian (skripsl) 

I I I I 9 I i�o'.1st'.itasi perbaikan 
I skrtpsi ------ - ,. -·- JU Ujian skrinsi x 

11 Revisi dan perbaikan v x 
skripsi 

)'' FenggandaH!! serta I I I I I I I I i I l • .t.. 

oenverahan skripsi 
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HABiV 

Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan UU. No. 53 Tahun i 999, yang 

merupakan pemekaran dari Kabunaten Kamnar, dan diresmikan oleh Menteri 

operasionalnya dilakukan oleh Banak Gubernur Rian pada tanggal 5 Desember 

1999, dimana Pangkalan Kerinsi scbagai lbu Kota Kabupatcn Pclalawan, 

Pembentukan Kabunaten Pelalawan atas dasar Kcsepakatan dan Kebulatan Tekad - - 

bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir 

pada tanggal 11 s/d 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci, Rapat tcrscbut 

menzhadirkan seiuruh komnonen masvarakat vanz terdiri dari Tokoh Masvarakat. - . . 

T okoh Pemuda, Lcmbaaa-Lembaga Adat. Kaum Intelektual, Cerdik Pandai dan 

\l. 1" � · ·1 t... ' •• 1 n'' ' 1 /l.1iiTI tJ iama, iJai1 musyawaran uesar tcrsen11t clitetapi(tu1 i· eraiawan yang ncrmu a 

dari Keraiaan Pekantua. vane meleoaskan diri dari Keraiaan Johor tahun 1699 M. -· - - - - 

kemudian berkuasa penuh atas daerah ini. Luas Kabupaten Pelalawan JJ.924.94 

Km. vang sebagian besar wilayah terdiri dari 1 , 1 1 " 1 " uaratan, can seoagiau 1a111ya 

kenulauan. Beberana Pulau Bcsar vanz ada di wilavah Kabunatcn Pelalawan 

diantaranya Pulau Mendul ( Penyalai ), Pulau Muda, Pulau Seranung, Pulau 

Lebuh. dan Pulau-pulau kecil lainva, T,-n,.,,.,. t , 1 
-s �,�,,,,;.1n 

sampai akhir 2010 adalah sebanvak 31 i .726 jiwa atau 80.964 KK vane terdiri ciari 

berbagai macam etnis buciaya. Di Kabupaten Pelalawan terdapat l 06 

Pcmerintahan Desa, 12 Pemerintahan Kclurahan. Desa-dcsa tcrscbut ada yang 
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terletak di uinzeiran Sunuai. ada iuea di Perkebunan. dan Transmicrasi. scrta 12 . ._... ._, ��- .. ...... . 

Kecamatan. 

Kecamatan tcrluas adalah Kecamatan Toluk Mcranti LL, 
J. l(l 

(30.45 % 1 dan kecarnatan vanz pal inz kecil adalah Panzkalan Kerinci deugan luas 

19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan.Kecamatan Pangkalan 

ta a leh Tbuk ta K ·nn1· tan yang 

memounvai iarak terdekat denuan ibukota kabuoaten vaitu Km sedanzkan iarak 

terjauh dari ibukota K.abupaten adalah ibikota Kecamatan Kuala Karnpar yaitu 

Desa Teluk Dalam. Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terletak nada titik 

koordinat 0046.24 LU. Samnai denzan 0024.34 Lintas Selatan clan i O i 30.37 BT. � - 

sampai dengan l0321.36 BT. merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur 

' . t r, 'T; .. ,. ..... 111• �11-.,, ....... -ta.1•,'1 r ................ T """""'.ci.1�11ll"l,Cll,rn ...... :nl, .......... 1f.,..,,..,......,... .. .,,,.; '£:i..1• ...... nrlni· n;Cln ,_; ....... r .. �i--., Lltl a..., I. Jl.lll.l.l Ul.l.l.l.l(.l.l.\..,.l(l )uu� .lll\.11l.l!J(U\.UlJ _IUll.U \..,1'...\._JlJVllll T�l!-.JUUCll.. J . .nsamptng ll\.l 

Kabunaren Pelalawan iuza berbatasan Ianzsunz denzan wilavah Proninsi 

Kepulauau Rian tepatnya Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun. Kemudian 

bcrdasarkan Surat Kcputusan Gubcmur Riau No. KPTS.528/XI/2000 tangal 9 

November tahun 2000 tentanz diresmikannva keanzzotaan DPRD Kabuoaten - - 

Pelalawan hasil Pemilu Tahun 1999 sebanyak 25 orang. Pengambilan sumpah 

dilaksanakan olch Kctua Pcngadilan Ncgcri Bangkinang atas nama Kctua MA RI 

tanzeal 15 November tahun 2000. Denzan terbentuknva Leuislatif ( DPRD '1 - - -- . - . 

Kabuoaien Pelalawau. maka pemilihan Bupati Pertama dilakukan pada tangga] S 

Maret 2001 melalui Sidang Paripurna. terpilihlah pasangan T.Azmun Jaafar, SH 

denuan ABD.Anas Badrun sebazai Buoati dan Wakil Bunati Pelalawan Periode - - - - 
2001 s/d 2006. Pada tanggal 5 April 2004 diadakan Pernilihan Anggota DPRD 
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Kabupaten Pelalawan secant langsung dipilih oleh rakyat. dari basil nemilihan 

tersebut terbentuk DPRD Kabupaten Pelalawan denuan Surat. Kenutusan 

No.KPTS.508/VJII/2004 tentang Anggota Dewan Kabupaten Pelalawan Masa 

Jabatan 2004 -- 2009 yang dircsmikan pengangkatannya 

Setahun setelah Pemilihan Anauota DPRD tenatnva tanzzal 8 Februari 2006 

Effendi vanu kemudian di kukuhkan dengan Keputusan Mcnteri Dalam Negeri 

No.131- i 4-94 Tahun 2006 teutang pengesahan pemberhentian dan pengangkatan 

Bupati Pclalawan Proninsi Riau. Kabupatcn Pclalawan tcrlctak di pcsisir Timur 

Pulai Sumatera. denuan wilavah daratan vanz membentanu di seoanianu bazian 

Hiiir Sungai Kampar serta berdekatan dengan Selat Malaka. Secara gcog:rafis 

Kabupaten Pelalawan terletak antara I 02511 I�tJ dan rvo 'inr, 
V • .L...V serta antara 

I 00°.42;; � 103°.28" BT dengan batas-batas wilayah: 

I. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Siak 

, 
.L, Sebelah Selatan : berbatasan denzan U' rnuu dan 

Kabuoaten Indraziri Hilir 

1. Sebelah Barat : berbatasan dengau Kota Pekanbaru dan Kabunaten 

Kam par 

4. Sebelah Timur : berbatasan deugan Kabupaten Kepulauan Rimi 

Pemilukada tahap kedua di Kabupaten Pelalawan dilaksanakan nada tang.gal 

, (:. ·- b , � () l l r� ' p "I 1:,- , • l) • 1 ·i. I ' •. , l ) r-c oruan l. . ua1am Kapat i',cno Konusi .-Gm1i1uan Urnum Kabupatcn 

Pelalawan Tanucal 20 Februari 2011 ditctankan nasanaan HM Harris da.n Marwan - - - 
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Ibrahim ;:-.cLalfu; Bupati dan Wakil Bucati Kabupaten Pelalawan periode 2011- 

20i 6. 

Luas kabupaten i}n.l..,,ln...-Trn"' nrlninh 
l \..,l(..llCl VV Ull ClU(llOl.l 

u� 
.L La cllaU 1 ,i '7'1 

l'"T., I J % dari. luas 

wilavah Proninsi Riau (9 .456.160 Ha 'i.Sccara zeozrafis. Pelalawan berada di 00° 

46.24' LU sampai 00° 24.34 LS dan i01° 30.37' BT sampai dengan 103° 21,361
• 

daratan merunakan nerbukitan dan dataran. sedanckan nerairan terdiri dari Sunuai. - - - - - 

dan laut. Kabupaten Pelalawan memiliki beberana nulau vane relatif besar, 

diantaranya Pulau Mendul. I'ulau Serapung, Pulau Lebuh, Pulau Muda dan 

beberana nulau kecil. senerti Puiau Ketam. Pulau Tuaau dan Pulau Labu. - - - - 

Batas administratif Kabupaten Pelalawan. yaitu sebelah Utara dencan 

Hilir 

Sebelah Barnt dcngan Kabupatcn Kampar dan Indragiri Hulu Sebclah Timur 

denuan Kabunaten Karimun. Kabuoatcn Kenri dan Kabunaten Benzkalis. - - - - - - 

Sebagian besar dataran wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan dataran 

rendah dan sebagian lagi 111c1·u!-'akau daerah perbukitan yang bergelornbang. 

Secara fisik sebacian wilavah 1111 merunakan daerah konservasi denzan 

karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan rnerupakan tanah 

• ! # , "! � l I l ! . . ! , • • • , : organ1K .. air -.:anann_ya pay'a.1-1" Ke1cr11D[tt)a11 Gan ternperaiur ucara «?:aK t1i1ggL �,ecara 

umum ketinuzian beberana daerah/kota berkisar antara 3-6 meter denaan 

kemiringan iahan rata-rata ± 0-15% dan 15-40 %. Daerah/kota yang tinggi adalah 

Sorck i Kecarnatan Panckalan ,� r.uras . aengan ± 6 meter dan yang 



Si 

' l d ' 1 ·-· ' k ·� ' . . . T. • • ' • ' • • . - - terencta.11 ac aian J eiu , Lralam Kecamatan 1<..._uala Kampar dengan kcunggtan .I; j=) 

meter. Di wilayah Kabupaten Pclalawan dialiri sebuah Sungai Kampar dengan 

ratusan anak sungai. Panjang Sungai Kampar ± 4 i 3.5 km. dengan kedalaman rata- 

rata ± 7., 7 meter, Jc bar ratarata 143 meter. Sungai ini dan anak-anak sungainya 

berfunusi sebauai nrasarana nerhubunuan.sumber air bersih.budidava oerikanan 

� . . . uun lll•·,l U 'u .,. f"''l r,.!} '.111 !,,, _,};.,,fk"ili:J"! ... _ • . ·�,.'. ·i., ·'r ·•�'""'·'"!' .J f>j. ,., •. �.·.,,. ""�"' u. -· -- r=-'"r- - - .._ un ,.;i_ r·.,_s!c. =rr,..1.211 �, 

baniirnva. Dataran ini dibemuk oleh endanan aluvium muda dan aluvium tua 

terdiri dari endapan pasar.dauau.lempung.sisa tumbuhan dan gambut. Curah hujan 

disuatu tcmnat antara lain dipengaruhi olch iklim.keadaan ortograhi dan 

nernutaran/oertemuan arus udara. Rata-rata curah huian nada tahun 2010 bcrkisar - - - ... - 

antara 127,8 mm sampai 318.3 mm.Suhu clan kelembaban udara disuatu tempat 

1 · l' ' ' ' ' L, · · · ' ' ,.J 1 ] antara 1am uitentuKan otei1 renCiaunya tenmal lerset)Ut tcrnadap pcrmut(aan alll 

dan jaraknya dari pantai, Pada tahun 2010 suhu udara rata-rata pada siang hari 

berkisar antara 33.0-35.4 deraiat celcius.sedangkan pada malam hari berkisar 

antara 20'15�23.,2 deraiat cclcius.Suhu udara maximum 35'14 dcrajat celcius tcrjadi 

nada bulan mei 20 l 0, sedanzkan suhu udara minimum terendah 20,5 deraiat 

celcius terjadi pada bulan juli 2010. Sedangkan rata-rata kelernbaban udara selarna 

tahun '1r., Q i...�,.lr:,m,· nnrn•'"' 70 v'l ·�Cl"''C ·ll a JU /_..v .1 uc.,t1,1i:,uL cu1uua I o-oJ p � 1. 

Penduduk di Kabuoaten Pelalawan nada nertenzahan tarrnn 2011 adalah 

sebanyak 321 .947 jiwa yang terdiri dari i69.282 J!Wa penduduk iaki-iaki dan 

152.665 jiVVa nenduduk pcrcmpuan. Sccara kcscluruhan danat dilihat bahwa 

pcnduduk Iaki-laki lebih banvak dibandingkan penduduk percmpuan. Kecamatan 



yang terpadat ncnduduknya adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan jumlah 

nenduduk 7.3.078 nwa dan Kecamatan vanu oalinu rendah kenadatan 

penduduknya adaiah Kecamatan Bunut deugan jumlah penduduk 12.125 jiwa. 

Masalah Kepcndudukan selalu berkaitan dengan kctenagakerjaan.Salah satu 

contoh adalah tinzainva tinakat nertumbuhan nenduduk akan bcrpenzaruh iuza 

,i!�''1• t -1-rto�,:,1�,_.., penyedi .. �. c ' _,,.. ••• f _.,.;,. t51::·-· '"''W'"" .•.. ,,, ., .. keris ",;";/'T Iin .. •n--i ,,:;,-,.•-, _,...--U.._ c:,e! t.,}U. ,r,-.1_.,_./ w ...... l�i.4-U.l .., �'.a , , •1lJ'-'� l "":'1�9''1' IU..II \'-'Ci' "- 1.,1.1 ]U.11 La-. I \,-t•••• I 

diikuti pcnvediaan kesempatan ke1:ia yang cukup dan memadai akan peningkatan 

r,engangi:rnrnn. Pada tahun 2014 pencari keria vanz mendaftar di Disnaker 

Kabupaten Pelalawan berjumlah 3. 708 orang. Jika dilihat berdasarkau tiugkat 

pcndidikau .. scbagian besar pcncari kcria )rang tcrdaftar adalah tamatan Slvll.J atau 

sederaiat 1.382 crane. . - 

Masalah tenaga kerja tidak terlepas dari upah Minimum Kabupaten 

Pelalawan (-- -lJ''tVf1J<: :·, ·v·a·11a ·1·11,,.,, .. upakan salah ��h· ---;··-,t..- ... ·�- .: bani ca v- -� • � � U � oru u tJC,!LlUlU<llll.!<111 1)1::lHlll::; '::C 

investor vane inuin menanamkan modalnva disuatu daerah terutama investor vane . - - . . - 

mau mendirikan pabrik atau industri yang banyak menyerap tenaga kerja. 

�.c�..-,.,..--.1,� .... tincci i 1-nl" 1\;f� .. rim ..... n, L-,.,,l,-.,....,.n1n.n rr fr,,fI./'"\ suatu dacrah 1n1,1p_11,1,1h ,,p1 •·1 ;],'a[1 LJ�111cu\...lH LU ��1 \.._} _!JLllt iv.r rr u11L111J .J."'\.'1uupc.tt\..lll '.u 1v11"-J �� '"..., ""..._ "" _. 

zambaran semakin tinuzi tinakat ekonominva. 

Secara umum kondisi Upah Minimum Kabupaten (UMK) dari tahun ke 

tahun mcnzalami neninckatan scmnz denzan - - scmakin tingginva harga 

herbazai macam kebutuhan. Beedasarkan Pernturnn Gubernur Riau Nomor 10 

Tahun 2011 tanggal 01 Februari 201 l tentang Upah Minimum sub Sektor 

Pcrtanian/Pcrkcbunan Kclana dan Kclana Sawit scrta Pcrtanian T anaman Karct 

Proninsi Riau Tahun 201 i sebesar Rn. i.234.000.- Sedanckan berdasarkan 
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Peraturan Gubernur Riau Nornor : 49 Tahun 2010 Tanggal 30 November 20 i 1 

tcntanz Unah Minimum Kabuoaten Pelalawan Tahun 20 i 1 sebesar Rn. 

1.128.000,- Di Kabupaten Pelalawan Penduduknva merupakan Penduduk yang 

heterogcn vang terdiri dari berbagai jenis suku dan bahasa. Namun walaunun 

merunakan masvarakat vanz heterouen ncnduduk vanz ada di Kabuoatcn 

yang harmonis. Suku yang utama yang terdapat di t�abtlpaten Pslalawan adalah 

suku Melavu, sedanzkan suku nendatanz vanu ada di Kabunaten Pclalawan ini - - - . - 

cukup banyak yaitu suku Minang. suku Barak. suku Aceh, suku Jawa. suku Sunda, 

Baniar dan Bugis, Dikabupatcn Pclalawan ini juga tcrdapat suku asli ncdalamau 

vaitu suku Mamak.suku Laut dan Suku sakai. 

Jumlah penduduk Kabunaten Pelalawan pada pertengahan tahun 20 i l 

152.665 orang peremouan (47.42 nersen). Dibandingkan dcngan jurnlah peududuk 

pertengahan tahun 2002. jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan sebanyak 

179.199 orang yang tcrdiri dari 52.60 pcrsen (94.265 orang) laki-laki dan 47.40 

oersen (84.934 orang) neremouan. Jumlah nenduduk Kabupaten Pelalawan nada 

perteng:ahan tahun 2002 clan pertengahan tahun 201 i berturut-turut adalah 

179.1 ()9 dan 321.94 7 jiwa. Schingg.a laiu pcrtumbuhan nenduduk per tahun dalam 

kurun waktu 2002-20 i 1 adaiah 6. 73 nersen. Anzka tersebut mencerminkan laiu 

pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, jumlah penduduk Kabupaten 

Pclalawan mcninukat hampir dua kali 1 ipat sclama !--''-'• ;o'-k scnuluh tahun. 

Tinggiuya laju nertumbuhan ncnduduk tersebut danat diiihat nada Gambar 3.1. 
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lonjakan jumlah nenduduk mulai teriadi sctclah pemckanm Kabupaten Pelalawan 

yang terpisah dari induknya Kabupaten Kampar. Sehiugga jika dilihat dari 

pertumbuhan penduduknya saja. Kabupaten Pelalawan terus berkembang sebagai 

kabunatcn baru, 

Salah satu cm dernourafi Indonesia adalah sebaran nenduduk vanz tidak 

nenduduk Kabupaten Pclalawan bcrdomisili di ibukota kabupaten, sisanya 

menvebar di kecamatan-kecamatan lainnva. Sebanvak 76.884 iiwa oenduduk 

tinggal di Kecamatan Paugkalan Kerinci, setara dengan 23.88 persen dari seluruh 

nenduduk di Kabunatcn Pclalawan. Scmentara kccamatan yang paling scdikit 

dihuni penduduk adalah kecamatan Bunut, sebanyak 3.90 persen sejumlah 12.505 

JIWll. 

Jumlah rumah tarnrn:a di Kabunaten I'elalawan oada nertenuahan tahun 201 l ..... ,� . . . . ... 

scbanvak 83.648 rumah tanaza, Rumah tancua terbanvak di Kecamatan 

Panzkalan Kerinci sebanyak 20.682 rumah tangga kemudian Panzkalan Kuras 

sebanyak 12.427 rumah tangga. Sementara ... , ..... "V"l,-,,h 
.l U.111Ul I 

,. paung sedikit di 

Kecamatan Bunut sebanvak 3.311 rumah tanaza. Rata-rata iiwa ner rumah tanzaa 

di Kabupateu Pelalawan sebesar empat jiwa per rumah tangga. Dilihat mcnurut 

1 ' ! • • T,.. -. , 1) j 1 • • • • kccamatan, sei11t1a kccamatan \.11 t\ .. abu11atej1 1- eiarawan 111e111punyai rata-rata. jrwa 

ner rumah tanuza sebesar emnar orang di setian kecamatan di Kabunaten 

Pelalawan. 

Rasio terns kclamin penduduk Kabupaten Pclalawan uaaa pcrtcngahan 

tahun 2011 sebesar l l 1. Hal 1111 menuniukkan iumlah nenduduk laki-laki lebih - - 



ncsar darinada �J\...,J \..,lJl�JlUUI. 
T T � • • 
l/ .,.--,,. �.,. .,.-,1 • r, � 
l"'--UllUli.;,l 

. . . 
IT..-. I..--,,.�,,..,. ...... 
l\.VlallJI 11 

-t, .. i-, ...... .,, 
lC.llJUJ I 

SS 

lalu, 

tahun 2002 iuua menmunvai besaran vane sama vaitu l i l. Kecamaian Ukui 

memiliki rasio jenis kelamin terbesar bila dibandingkan dengan kecamatan Jain di 

Kabupaten Pelalawan. yaitu sebesar i 16. Scdang kecamatan yang mcmiliki rasio 

ienis kelarnin terkecil adalah Kecamatan Bandar Petalanzan, vaitu sebesar i 06 

scimbanz (ti Kccamatan Bandar Pctalanuan. -· -� 

� 
Luas Wilavah Kabuoaten Pelalawan i 3.924,94 km" denzan kenadatan 

nenduduk pertengahan tahun 2002 adalah ] 4 JIWa per km2 kemudian nada 

n",.; l,,pr-.,..1n,.F1t...::an r11 --- --··-· --��---- I< qh1u°'•:::d·r.i,n � -�-- -�,-, �,- - -- Jcr_ ... ,--..,:1rn".lt".ln '1',::i.l11lr 1\A,c:1.-)•-:-1n1-i - -- �------·�--- 

dari luas wilayah Kabupaten Pelalawan. Akan tctapi dilihat dari jumlah Penduduk 

pertengahan tahun 201 I. Kecamatan Teluk Meranti baru dihuni oleh 14.414 orang 

penduduk denaan kenadatan penduduk tiga orang 
. .., 

per km. Hai terse but 

meniadikan Kccamatan Teluk Mcranti scbagai kccamatan dengan penduduk 

teriaranz di Kabunaten Pelalawan. Sebaliknva Kecamatan Panukalan Kerinci vanu 

wilayahnya terkecil yaitu seluas 193j6 kn/ menjadi kecamatan ternadat dengan 

Kabupaten Pelalawan memiliki jumlah penduduk terbesar pada kelornpok usia 

produktif, Dari 32 i .94 7 jiwa penduduk Kabupaten Pelalawan J)ada pertengnhan tahun 

10 l i, sebanyak 206.696j iwa ( 64,20 persen) rnerupakan penduduk deugan usia i S-64 
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tahun. Sedangkan pcnduduk rncnurut kclompok umur yang jumlahnya paling kccil 

adaiah penduduk berusia 65 tahun lebih atau penduduk usra tidak produkuf, vaitu 

sebesar i,55 persen (4.99i iiwa). 

B. U rnian Tugas Badau Penanaman Muda] dan Pelayanan Perfzinau 

Ternadu Kabupaten Pelalawan. 

i O Tahun 20 I 2. Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dan Lembaga Teknis 

Dacrah Kabupatcn Pelalawan. Pcmbcntukan BPivIP2T im bcrdasarkan 

nenuuabunzan dari dua kantor sebauai unit nelaksana teknis daerah vaitu Badan - -- - - - - 

penanaman modal dan Kantor pelayanan Perijinan/non Perijinan, Dengan 

kcbcradaan BPTviP2T ini. diharapkan dapat mcningkatkan profcsionalisme kineija 

anaratur Pemerintah Kabunaten Pelalawan dalam memberikan nelavanan 

penanaman modal dan pelayanan penjman dan non perijinan yang didasarkan 

kepada nilai-nilai komitmen clan konsistensi, .vewenang dan tanggungjawab, 

intezritas dan orofesional, ketenatan/keakurasian dan kecenatan, disinlin. serta 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor l 6 Tahun 2013 Tcntang Tugas 

Pokok, Funusi dan Tata Keria.BPTvIP2T mernnunvai tuzas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan 

Bidana Pclavanan, - . 

Periiinau/ Non Periiinan Temadu. Adanun Funzsi BPMP2T Kabuoaten 

Pelalawan adalah: Perencanaan dan perumusan bahan kebiiakan program keria; 

pclaksanaan persiapan fasilitasi program kcrja; pclaksanaan kegiatan; pembinaan 
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pelaksanaan pcngelolaan pelayauan penanarnan modal pelayanan penj man 

tcrnadu: neneembanuan sistem inforrnasi nelavanan ncruinan ternadu: . - - 

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan program kerja: pelaksanaan 

koordinasi dengan instansi I lembaga lainnva terkait dengan kegiatan nelavanan 

nernman terpadu: dan nelaksanaan monitorinz dan evaluasi serta nelanoran 

i-..ct1,i UIL 

Strukrur orgmusasi Badan Penanaman Medan can Pclayanan i-enzman 

Ternadu Kabunaten Pelalawan adalah sebauai berikut : 
- - 

l . Kepala Badan 

Kcnala Badan mcmpunyai tugas Melaksanakan koordinasi dan 

menyelenggarakan pelayanan adrninistrasi dibidanz oenanamau modal dan 

periiinan secara terpadu denuan pnnsip koordinasi, intezrasi, sinkronisasi, 

simplifikasi. keamanan dan kepastian. Kepala Badan mempunyai kewenangan 

menandatanzani nennnan atas nama Kenala Daerah berdasarkan nendelezasian 

wewenanz dari Kenala Daerah. Kenala Badan berkedudukan dibawah dan 

bcrtanggung jawab kenada Bupati, Adanun uraian tugas Kepala Badan adalah 

sebazai berikut : 

a. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan program badan. 

b. Pcnvclenggaraan pclayanau administrasi ncnanaman modal dan 

nenunan: 

c. Pelaksanaan koordinasi _proses pelayanan _penanarnan modal dan 

pcnJ1nan. 

d. Pelaksanaan administrasi nelavanan nenanaman modal dan ncriiinan, - .. - - - 
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e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan penanaman modal 

dan neriiinan. 

f. Pernbinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. 

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang dibcrikan oleh Bunati, 

2. Sekretaris, 

m. unyui tug · ik d n 

rnenzendalikan keuiatan umum. keneuawaian. nerlenukaoan.keuanzau. nrouram, - - - - - 

hubungan masyarakat. hukum, organisasi. tata laksana dan keamanan. Uraian 

tugas sekretaris adalah sebagai berikut : 

a. Penvusunan rencana dan orozram keria nenzelolaan nelavanan 

kesekretariatan. 

b. Perumusan 1 1 •• 1 

Ke01JaKHl1 koordinasi pcnyusunan program dan 

uenvelenzzaraan tuzas sernua bidanu secara tcrnadu. 

c. Perumusan kebijakan pelayanan administrati f Badan. 

d. Pcrumusan kcbiiakan peugelolaan administrasi umum dan rumah tangga 

Badan, 

c. Perumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan 

serta hubungan masyarakat. 

f. Penginventarisasian 

pemccahan masalah, 

permasalahan guna rnenyiapkan petunjuk 

z. Perumusan kebiiakan penuelolaan aclministrasi nenaelolaan neaawai. 

h. Perumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan. 
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1. Perumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tuuas 

Badan. 

J. Perumusan kebijakan pclaksanaan. 

nelaksanaau tunas Badan, - - 

monnonng .. evaluasi .. dan ' pctaporan 

k. Penetapan rumusan kebiiakan pengkoordinasian penyusunan dan 

•nywn. aian bahan . unggung] bnn 

l, Pelaksanaan koordinasi dengan unit keria/ instansi/ iernbaaa dibidanu 

pengelolaan pelavanan kesekretariatan. 

m. Pelaksanaan pembagian tugas. nemberian arahan dan pengawasan 

terhadan oelaksanaan tuaas bawahan dilinakunuan sekretariat, - - - 
n. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pelayanan kesekretariatan, 

o. Pelaporan pelaksanaau tugas pcngclolaan pclayanan kesekretariatan. 

D. Pelaksanaan tuaas kedinasan lain dari kepala badan. 

3. Kasubbag Keuangan 

Melaksanakan clan mcnzclola admistrasi keuanaan serta mcnvusun rencana - - 

kezaitan sub. Bazian keuanzan agar pelaksanaannva sesuai denzan nerundanzan 

yang berlaku sehingga tujuan orga111sas1 dapat tercapai, Uraian tuzas Kabubbaz 

Keuangan adalah scbagai bcrikut : 

a. Menyusun rencana dan program keria onerasional Subbagian Keungan 

berdasarkan program kerja sekretariat. 

b. Menyiapkan bahan nclaksanaan anggaran dalam bentuk Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (_DPPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan 

Anzuaran fDPPA'l Badan. ....... ' 
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c. Melaksanakan pengawasan laporan administrasi keuangan Bendahara 

Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan. 

d. Menyiapkan Bahan Laporau Realisasi Anggaran Badan. 

e. Menvelenggarakan Administrasi pembukaan. pcrtanggungjawaban dan 

lanoran keuanuan. 

'J �- 
h. 

Mcnyclenggarakan pcmbayaran gaji pegawai. 

Menvamnaikan saran dan pertimbangan kenada atasan sesuai bidanu 

tugasnya. 

1. Mclaksanakan pcmbagian tugasn arahan dan ncnzawasan terhadap 

nelaksanaan tuaas bawahan. - - 

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang keuangan. 

K. M elaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas. 

L Melaksanakan tuuas kedinasan lain dari sekretaris scsuai denzan bidanu - - 

tuzasnva. ... � 

4. Kasubbag. Umum Dan Kepegawaian. 

Kasubbac. Umum Dan Kcneuawaian Mcnuelola nenuadrninistrasian umum 

dan melakukan pengelolaan pegawai, Adapun uraian tugas Kasubbag. Umum Dan 

Kcpcgawaian adalah sebagai berikut : 

a. Reucana dan nroaram kena onerasional subbazian Urnurn dan 

Kepegawaian berdasarkan program kerj a skretariat. 

b. Mclaksanakan kcgiatan pclayanan administrasi umum dan rumah tangga 

serta administrasi kenezawaian. 
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c. Melaksanakan tcrtib administrasi naskah dinas. 

d. Melaksanakan nenuclolaan dokumcntasi dan kearsinan nada unit keria di ... - � - - 

Iinckuncan Badan . ._ � 

e. Menvusun Menviapkan surat tugas pcrjalanan tugas chm pengendalian 

administrasi oerialanan dinas. 

lingkungan Badan. 

fl. Melaksanakan nelavanan hubunuan masvarakat. - . - 

h. Menyiapkan dan menyusun renca.na kebutuhan barang miiik daerah 

dilingkungan Badan, 

1. Melaksanakan neneadamL nenvtmoa nan. - - - nendistri busian dan 

inventarisasi baranz rniiik daerah di i inckunuan badan. -- (.,,. -- 
J· Melaksanakan urusan rumah tnngga= keamanan dan ketertiban di 

linckunzan Badan. 

k. Melaksanakau perneliharaan clan pengelolaan barang miiik daerah di 

linckunuan Badan. 

i. Menviankan bahan nenataan kelembazaan dau ketatalaksanaan di 

linzkunaan Badau. 

m. Menaclola bahan bacaan dan aturan nerundana-undannan. :;.. .. � , .... 

n. Menviaokan dan menvusun bahan rcncana kebut ihan forrnasi dan mutasi 

pegawai. 

o. Mcnyiapkan bahan administrasi kcpcgawaian yang mclinuti dafrar hadir, 

cuti. kenaikan pangkat. gaji berkala. DP-3. DUK. Sumnah/ janji pegawai. 
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Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P). pensiun. kartu pegawai. karis/ 

karsu. tasnen. akses dan nemberian penghargaan serta peningkatan 

kesejahteraan pegawai. 

P. Menviapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ 

oelatihan struktural, teknis, funzsional, unan dinas, dan unan 

a. Mcnviapkan bahan pcmbinaan umum kcpcgawaian dan pcngcmbangan 

karir sorta disinlin oeaawai. 

r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuat bidang 

tuaasnva. 

s. Melaksanakan pembauian tuaas, arahan dan penuawasan terhadap 

nelaksanaan tunas bawahan. - - 

t. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidanz umum dan kenezawaian. 

u. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tuaas. 

v. M elaksanakan tugas kcdinasan lain dari sckretaris sesuai dengan bidang 

tuzasnva, 

5. Kasubbag. Program 

Kasubbag Program mempunyat tug as ' . ....,, ,..,. Ir.,....., I� 
IJ\Jfi\.Jl\._ Mcrcncanakan. 

mendistribusikan, membimbinz, menviankan. menzurnoulkan, memelihara, 

melanorkan. oeiaksanaan keziatan Dada sub bauian orozrarn berdasarkan tuzas - - - ;._ �- •" ..... �· 

pokok dan fungsi agar tugas dapat dipertanggungiawabkan dan dilaksanakan tepat 

pada waktunya. Adanun uraian tugas Kasubbag Program adalah sebagai berikut : 
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a. Menyusun rencana clan program keria operasional keaiatan Subbagian 

Prouram berdasarkan nrouram. keria sekretariat, - - -- . 

b. Mengkoordinasikan kegiatan dan program kerja Badan. 

c. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Badan, 

d. Melaksanakan nenvusunan rancanuan neraturan nerundana-undanean 

... leksan .an tu as. 

c. Mcnyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja 

denuan sub unit keria lain di Iinzkunuan Badan. - - - 

f Ivlenyiapkan bahan bahan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemcrintah (LAKIP). Laporan Tahunan. dan Lanoran 

Penvelenuuaraan Pemerintah Daerah (LPPD I. 

g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang 

tugasnya. 

it. Melaksanakan pernbagian iugas, arahan 1 uau peuga wasau terhadap 

pelaksanaan tugas bawahan. 

1. Melaksanakan monitoring dan cvaluasi bidanz nroaram. - - 

J. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan rugas. 

k. Melaksanakan tugas kcdinasan iain dari sckrctaris scsuai dcngan bidang 

tucasnva. 

6. Bidang Pelavanan dan Survei. 

Bidanz Pelayanan dan Survei mcmpunyat tuuas Melakukan penenmaan 

nermohonan oerutnan dan non nenunan. 

administrasi serta melakukan survey lapangan, 

melakukan nenvtanan nroses - - - 
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a. Sub Bidanu Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan memnunvat tugas 

Mclakukan Penerimaan Pcrmohonan neriiinan dan Non neriiinan dan 

melakukan penyiapan proses adrninistrasi. Uraian tugas Sub Bidang 

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah scbagai berikut : 

l. Menvusun rencana dan program keria onerasional Subbidanu 

Pel . --.J .!\°". · _;,_ crijinan i,,.., >J,.., P 0.,::�� ,,;;;.r1 · :=,v:r-· f',··i..,,,. ..... ,,, .... ,,. · ; c"·"' ./ _ G-i- _ _ _ __ tILl J ,.,..,r.4.;_ ,.. cJ..1..1,, ... .;_� ,.__,,_.,.f\,..--, ,,.. r-U..1 !flVM.l'\&.111 :a:JU 

bidang Pclayanan chm Survci. 

2. Melakukan nenerimaan nennohonan neriiinan dan non nenunan dan 

melakukan penyiapan proses administrasi. 

3. Mcncliti kclcngkapan syarat administrasi. 

4. Melaksanakan nenilaian dan oenelitian nermohonan serta 

menvelesaikan penerbitan penjman di daerah melaiui koordinasi 

denzan instansi terkait. 

5. ivlempelaiari pengajuan !)ermohomm ncnunan dan non nenunan 

sccara cerrnat dan teliti dari seui teknik konstruksi serta damnak - . 
lingkungan melalaui koordinusi dengan instansi terkait. 

6. Memberikan inforrnasi neriiinan dan tata cam nenanaman modal 

(PiviDN dan PMA) kepada caion investor. 

7. Menvampaikan saran dan pcrtimbangan kenada atasan sesuai bidang 

ruuasnva. 

8. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadan 

pclaksanaan tugas bawahan. 
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9. Melaksanakan monitorinu dan evaluasi bidang Pclavanan Periiinan 

dan Non Periiinan, 

i 0. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tu gas. 

] 1. Melaksanaknn tuaas kedinasan lain dari Kepala Bidang Pelayanan dan 

Survei sesuai denuan bidanz tuzasnva. 

1. Menyusun rencana dan program kcrja oncrasional Subbidang Survei 

berdasarkan nrouram keria bidanu Pelavanan dan Survei. - - . . 

2. Melakukan penelitian clan survei lapaugan dalam hal nermohonan 

pcriiinan dan non ncrijinan. 

3. Melakukan koordinasi penelitian permohonan ijin iokasi. 

4. Menyusun rumusan berbagai alternatif solusi penyelesaian hambatan 

pengembangan kegiatan PMDN dan PM/\ di Daerah. 

5. Menvamnaikan saran dan uertimbanuan kenada atasan sesuai bidanz - - - - - - 

tugasnva. 

6. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan nenzawasan terhadao 

nelaksanaan tunas bawahan. 

7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang survci. 

8. Mclaksanakan pclaporan pelaksanaan tugas. 

9. Mclaksanakan ruaas kedinasan ram dari Kenala Bidanz Pelavanau 

dan Survei sesuai dengan bidang iugasnya, 
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7. Bidang Informasi Data Pclaporan dan Pengaduan. 

Bidang Pelavanan dan Survei mempunvai tugas Mclakukan pendataan untuk 

keziatan investasi serta keziatan i nformasi denzan melakukan neneranuan 
;._. "-' ,._ ,; ,._, 

komunikasi yang efektif bagi dunia usaha serta menerima pengaduan terhadap 

hal-hal vana menzhambat proses administrasi dan investasi di Daerah. Bidanu 

a. Sub Bidang lnformasi Data Pclaporan. 

Melakukan nendataan serta memnroses keniatan investasi schinzua 

rnenjadi sebuah informasi data pelaporan dengan melakukan penerangan 

komunikasi yang cfcktif bagi dunia usaha, Uraian tunas Sub Bidanz 

Inforrnasi Data Pelaooran adalah sebazai berikut : - - 

l . Menvusun rencana dan program kerja onerasional Subbidang 

Informasi Data Pelaporan berdasarkan nrouram keria bidang 

lnformasi Data Pelaporan dan Pcngaduan, 

2. Menvusun orosram kerja pendapatan potensi daerah, 

3. Menghimpun sel uruh data ya11g berkaitan dengan potensi Daerah .. tata 

guna scrta sarana dan nrasarana nenunianc invcstasi vauz sudah ada 

maupun masih dalam tahap rcncana denzan berkoordinasi denaan 

instansi tcrkait, 

4. Menzelornuokkan seiuruh darn menurut ienis dan sifamva sebauai 

hahan kaiian dan lanoran .. -· . 
5. Menvusun database yang bcrkaitan dcnuan Bidanz Pcnanaman 

Modal. 
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6. Mcnyampaikan saran clan nertimbangan kepada atasan sesuai bidang 

tuuasnva. 

7. Melaksanakan pcmbagian tugas . arahan dan pengawasan terhadan 

pelaksanaan tugas bawahan. 

8. Mclaksanakan monitoring dan evaluasi bidanz informasi Data 

9. Mclaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas, 

i 0. Melaksanakan tunas kedinasan lain dari Kenala Bidanu Informasi 

Data Pelaporan dan Pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya, 

b. Sub Bidang Survci mcmpunyai tugas Mcncrima Pcngaduan tcrhadap hal 

vans menzhambat oroses administrasi clan investasi di Daerah denuan 

melakukan penerangan komunikasi tyang efektif bagi dunia usaha. 

Uraian tugas Sub Bidang Survei adalah sebagai berikut: 

1. Menvusun rencana clan orouram keria onerasional Subbidanu Survei 

berdasarkan program kerja bidang Pelayanan dan Survei. 

2. Melakukan penelitian dan survei laoanaan dalam hal nermohonan 

neriiinan dau non neriiinan. 

J. Melakukan koordinasi penclitian permohonan ijin lokasi. 

4 . Mcnvusun rumusan bcrbagai alternatif solusi penyelesaian hambatan 

oenuembanaan kerriatan PMDN clan PM/\. di Daernh. - - - - 

5. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang 
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6. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap 

nelaksanaan tuuas bawahan. - - 

7. Meiaksanakan monitoring dan evaluasi bidang survei. 

8. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas. 

9. Melaksanakan tuzas kedinasan lain dari Kenala Bidana Pelavanan dan 

8. Bidang Penanaman Modal. 

Bidanz Penanaman Modal memounvai tuzas Melaksanakan nublikasi dan 

promos1 potensi Daerah serta mela.ksanakan kegiatan penyediaan fasilitas dan 

pclayanan bagi investor PMDN Maupun PMA. Bidang Penanaman Modal tcrdiri 

dari : 

a. Sub Bidang oerencanaan dan promosi msmpunyai tugas Melaksanakan 

nerencanaan, kebiiakan, koordinasi, nembinaan dan evaiuasi di bidanz 

prornosi dan publikasi potensi daerah, Uraian tug.as bidang perencanaan 

dan promosi adalah sebagai berikul : 

1. Menvusun rencaua dan progrn,m keria onerasional subbidanz 

Perencanaan dan Promosi berdasarkan program kerja bidang 

Penanaman Modal. 

2. Menvusun Prozram nerencanaan nenanaman modal daerah, 

3. Menyusun kegiatan publikasi clan prornosi potensi daerah. 

4. Melakukan studi kclayakan guna pengernbangan kawasan investasi. 

5. Melaksanakan koordinasi denuan nihak Departement Luar Nezeri 

Republik Indonesia/ Antar Lernbaga dalam memberikan data 
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yang daoat di kcmbanukan guna menank 

o. Mclaksanakan koordinasi nromosi di lingkungan kabupaten 

nelalawan. 

7. Melaksnakan promosi daerah dan promosi penanaman modal di dalam 

1 lu lk:_! cri dalum ntuk scmin . f rum. xpo dun 

media elektroni k. 

8. Melaksanakan penyiapan materi/ bahan dan sarana prornosi. 

9. Melaksanakan nublikasi dan distribusi bahan dan sarana nromosi. 

10. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang 

tugasnya. 

l l . Melaksanakan pernbazian tugas.arahau dan penzawasan terhadap 

pelaksanaan tugas bawahan, 

i2. Melaksanakan monitorinu dan evaluasi bidanc Perencauaan dau 

Prornosi. 

13. Melaksanakan pelaporan pelaksanann tugas. 

14. Melaksanakan tunas kedinasan lain dari Kenala Bidanz Penanaman 

Modal sesuai dengan bidang tugasnya, 

b. Sub Bidang Kerjasarna dan Fasilitasi mcnmunvai tugas Mclaksanakan 

kebiiakan . koordinasi, oembinaan, monitorinv dan evaiuasi di bidanu 

fasilitasi cian kerjasarna penanama.n modal, Uraian tugas bidang 

kcriasarna clan fasilitasi adalah sebagai berikut : 
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1. Menyusun rencana dan program keria opcrasional Subbidanu Kerja 

dan F asilitasi berdasarkan program kerja bidang Penanaman Modal. 

2. Melaksanakan kebijakan kerjasama dan fasilitasi penanaman modal. 

J. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan fasilitasi 

oenanaman modal. 

). Mclaksanakan pembinaan korjasama dan fasilitasi pcnanaman modal. 

6. Melaksanakan oembauian tu gas. arahan dan neuuawasan tcrhadan 

pelaksanaan tugas bawahan, 

7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bi dang Kcrjasama dan 

i -asil i tasi. 

8. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas. 

9. Melaksanakan tuaas kedinasan lain dari Kepala Bidanz Penanaman 

Modal sesuai dengan bidang tugasnya. 

9. Bidang Pcngawasan dan Pcngcndalian 

Bidanz Penzawasan dan Pcnzendalian memnunvai tuzas Melakukan 

pengawasan dan pengendalian terhadan penanaman modal, kepentingan 

pembangunan. Bidang Pengawasan dun Pengcndalian tcrdiri dari : 

a. Sub Bidauu I'enuawasan Pcnanaman Modal - - 

Sub Bidang Pcngawasan Penanaman Modal rnerrrptmyat tugas 

Melakukan pengawasan terhadan penanaman modal bagi kepentingan 

nembanuunan daerah. Uraian tunas bidanz oenuawasan dan oenanarnan 
... - - -- - - 
modal adalah sebagai berikut 
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1. Menvusun rencana dan program keria operasional Subbidang 

Penzawasan Penanaman Modal berdasarkan orouram keria bidanu 

Peruzawasan dan Penccndalian. - -- 

2. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, 

3. Melaksanakan nenzawasan tenaza keria asiruz dan ketenazakeriaan. 

5. Melaksanakan pcngawasan ternadap pencemaran limbah industri 

( PTvfDN/PiviA} 

6. Menyarnpaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang 

tuzasnva. 

7. Melaksanakan pembagian tunas, arahan dan nenuawasan terhadan 

nelaksanaan t1.11J:as bawahan, - - 

8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidauz nenzawasan 

Penanarnau Modal. 

9. Melaksauakan pelaporan pelaksanaan tugas. 

i 0. Melaksanakan tuaas kedinasan iain dari Kenala Bidanz nenzawasan 

dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya. 

b. Sub Bidang Pcngcndalian mcmpunvai tugas Mclakukan Pcnucndalian 

terhadan nenanaman modai bazi keoentinuan nembanuunau daerah. 

Uraian tuuas bidanu nenaendalian adalah sebazai berikut : 
"- l,,,-... ""' ....... 

1. Menvusun rencana dan nrozram kerja operasional Subbidang 

Penuendalian berdasarkan nrouram keria bidanu Penzawasan dan 

Pengcndalian, 
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2. Mclaksanakan pengendalian kebiiakan penanaman modal daerah. 

3. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan nenanaman modal 

denzan instansi terkait. 

4. Menyampaikan saran dan pertimbangan kenada atasan sesuai bidang 

tuzasnva. 

5 � .. -· ... :.u ;.,lti..). 

pelaksanaan tugas bawahan, 

6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidanz Penuendalian. 

7. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas. 

8. Mclaksanakan tugas kcdinasan lain dari Kcpala Bidang Pcngawasan 

dan Penzendalian sesuai dencan bidanz tuuasnva. 
- - - - & 
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HASH_ PF.�EL!T!AN HAN PEMRtHASAN 

Identitas responden merupakan keteranuan yang diperoleh dari responden 

berupa kuisioner yang disebarkun oleh penulis yang berisikan menzenai umur, 

dilihat pada tabel dibawah ini yaitu : 

.L Idcntiras Rcsponden Berdasarkan Umur 

Umur merunakan faktor vane: sauuat beruenaaruh nada seseoranz dalam 

melaksanakan scmua tugas-tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat 

bcrpcngaruh pada nroduktifitas kcrja. Scmakin lanjut usai seseoranu maka akan 

memnenuaruhi oroduktifitas keria, tinzkat ketelitian daiam bekcria, konsentrasi 

dan ketahanan fisik dalam bekerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor 

keschatan, daya tahan dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel V. l Idcnritas Resnondcn Berdasarkan Urnur 

I No I Umur Resnondan .Tumlah Persentase 
I v ·")n T·nJ . .,,,, 0 0 ·' I"' .e-v L 1..lt.t.1....-ll.l 

2 21-30 Tah11!1 25 orang 66 1Vo 
,.., I ,.., 1 11 (\ 'T',. 1 •• ··- 1 ,.., ,.., 11 ()/ _, -.' ·- --, ,_, l !..t.ll\.llJ. 1--· "-.JlLLlLl:, _,-.- /'I.I 

4 >41 tahuu 0 u 
Jumlah 38onm� 100% 

Sumber : data 0hd1[�.n tahun '2U 16 

Berdasarkau label v. i diatas dapat dikeiahui ideutilas respondeu 

berdasarkan umur adalah dari 38 orang vang diiadikan scbagai respondcn 
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scbanyak 25 orang atau 66 ";-'i, berumur antara 2 i-30 tahun dan sebanyak 1.3 orang 

atau 34 iYo berumur antara 3 i -40 tahun. 

Urnur merupakan faktor yang sangat berpcngaruh pada seseorang dalam 

melaksanakan semua tuzas-tuzas vanz diberikan. seiain itu umur mza danat 

berpengaruh pada produktifitas keria, Semakin lanjut usia seseorang maka akan 

mcmpcngaruhi p .. odukti 1 ' k 'tj in ik t kct litiun d un k rj 

dan ketahanan fisik dalam bekeria. vane munukin dinenzaruhi oieh faktor 

kesehatan. daya tahan dan lain-Jain. 

2. Idcntitas Rcsnondcn Bcrdasarkan Jonis Kclamin 

Untuk menzetahui identitas responden berdasarkan 1e111s kelarnin dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel V.2 Identitas Resnonden Berdasarkan .lenis Kelarnin 

No Tingkatan Umur I .Jumlah Persentase 
I 1 I T .,J,,.; T .,l,.; I 'l"l n'f"lnt"l,l'Y QA 01.. '--"'-�� -·--12 �. '� 

2 Perempuan 6 orang 16 % 
·-- 

I 
J::n1!�1h I 1N ";·n112 100 0/ ! -;:,-._, /l� 

- - � - 

��11n1h('i. · r1;::;l� n1311�n t:::1111ni ;111 h 

Berdasarkan tabel V .2 diatas <lapal dketahui identitas responden berdasarkan 

jcnis kclamin adalah dari 38 orang yang: dijadikan scbagai responder, scbanyak 32 

oranu atau 84 •% berienis kelamin laki-laki dan sebanvak 6 orang atau i 6 i;,1o - . 

berjenis kelamin pcrempuan . 

.,. 1,.:., ...... ;,..,:,, 1,,.: -�:. 1 • h i , - K ' - ,.,c'"'" umu: . .!""'·.., kcia .... n Juga ,_,apch ucrpcnganw uan pc cerjaan ya.ng 

diberikan. Pada umumnva nekeriaan laki-Iaki lebih berat dibandinukan denzan 

pekerjaan perempuan. Tetapi sebagian oerusahaan atau instansi mempekerjakan 
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scseorang bukan dilihat dari jenis kelamin. tetapi lebih dari kemamnuan dan 

nendidikan vane dimiliki nczawai terscbut. . . - 

3. Idenntas responden berdasarkan Pcndidikan 

Semakin tiuggi tingkat pendidikan maka seruakin matanu nola ., . 
PJK1f 

seseoranz untuk danat melihat dan menuanalisa serta oenielasan informasi dalarn 

memberikan zarubaran yang jclas tcrhadap tingkat kebenaran, Olch scbab itu 

dalam oelaksanaan oenelitian ini pendidikan resnonden merunakan langkah awal 

yang harus dipenuhi. Hal ini dapat dilihat dari iumiah responden yang 

digolongkan dalam tingkat pcndidikan yang akan paparkan pada tabel dibawah ini 

adalah sebazai berikut : 

Tabel V .3 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan 
I .... , I I 

l''U . .!' l. lllJ;n..JI !!. .t \;!!U!U!!'"' .... �.H d U!J.l.!c!I! I .!. � ! ��!! C.�?�'t:'. 

1 SU 0 I 0 
'" ........ ....,, � 13 n, 

I IP orang �'o ;_, t....lJ...J..1..I .., 
3 I SLT/\ I 23 orang I 61 (% I 
,1 Diploma 0 0 "T 

5 Strata 1 i O orang· 26% 
6 C'i·,,ni·n 'l (\ (I 

\...Jl.Ll..t.U .. t. � v v 

.J11mhd1 38 On!!!J? 100 %, 
('1,-�-.-1-���- •• J ..• + .. �1,.1,.,..- ....... I, .... ,�- 1"'){)1 £ 
1.1�!.l!!! .. 1�·1 , \..lL!LU. • . .'!L!.!!�!.!l l!.IJJ.\.U.! �·--• t \.J 

'\' '1 y _i 

bcrdasarkan nendidikan adalah dari 38 orang yarn! dijadikan sebauai responden 

sebanvak 5 crane atau : 3 �<. bcrocndidikun Sl.JTf'. scbanvak �J crane atau 6 ! �1; - - 

bernendidikan SLTA clan sebanvak i O orang atau 26 % bcrnendidikan Strata 1. 
I, - ,__ 4 
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B. Pclaksanaan Tuaas Scksi Pcnzawnsan dan I}c1:.n11a111a11 Modal Pada 
Badan Pcnanaman Modal dan Pclayanan Pcrizinan '"rerpn,lu Dalam 
Melakukan Penzawasan Terhadan Izin Saranz Burunu Waler di 
KPl'<tm•:at"n P<1nolr!ll<1n K<>1•in1>i K<:ahnn•;at<>n P<>i'-'i<>u".Hl -----�,. ..... , ••. � ... � ....... M.._ ...... -.-� ....__,_ ........... _..� .,._,..�.,-- ........... -,. .... .,.,.,.._._ ... •· .. ,.,. ... 

dimanfaatkan secar lestari unruk sebesar-besarnya kesejahteraan raky, t dengan 

tetao menjamin kebcradaan populasinya di dalam dan sesuai dengan Keputusan 

Menteri Kehutanan Nornor I OO/KPTS-ii/2003 tentana Pedornan Pemanfaatan 

Sarang Burung Walet bahwa untuk mencapai kesclarasan dalam pengawasan, 

pclcstarian satwa guna mcningkatkan Pcndapatan Asli Dacrah dipandang perlu 

diatur pengusahaan penangkaran sarang burung walet tersebut, dimana saranz 

burung walet merupakan potcnsi alam yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai 

suatu bahan makanan yang bermanfaat bagi keschatan yang sejak lama 

diusahakan oieh masvarakat. 

Begitu pula terjadi di Kabupatcn Pelalawan. yang mana pelestarian satwa 

sarang burung walet ini belum bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daeruh, hal ini 

dikarenakan masih banvaknva masvarakar vanu tidak memiiiki izin nenanzkaran. 

Oleh karena itu diharapkau kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu agar lebih memperkerat nelaksanaan pengawasan terhadan izin 

nenanzkaran saranz burunz walet ini di Kabunatcn Pclalawan khususnva di 

l·,·c···1�·1·•t·;11·1 ')31"/K,-1!·-111 1·,:,1·1'11,·i /111"�1·,�11'1.K '·,,11 banvaknva 1·1·1·1s",11"11. .. ,, v;.u�o ,, ernhuka .a'-· \:'- ., u � t .... J.J:-, i: .... JJ .f,._v . ·· • '- .._J\.i.1 \.J ! (,,� ,..,(. .. ' (, .,.,.. c,,.1 ,..t i;;.£\._(., ,.! �-··,e: .. � . 1'-- 

Untuk menuetahui Pelaksanaan Tucas Seksi Peneawasan dan Penanarnan - - 

Modal Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam 

Melakukan Pencawasan Terhadap lzin Sarang Burung Waler di Kecarnatan 
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I'anukalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. ditentukan bcberapa indikator yaitu 

sebazai bcrikut : 

1. Menetapkan standar. 

Dalam melaksanakan suatu _pengawasan maka harus adanya suatu standar 

vanz tclah vanu telah ditetankan sesuai mekanisme dan orosedur vanz telah 

selaras dcngan ana yang diinginkan scbelumnya. Maka dari itu proses dari 

oenaawasan dapat ditcntukan dengan menilai apa vang seharusnva diawasi sesuai 

dengan standar yang ditentukan, mencari titik kesalahan atau penynnpang:an- 

pcnyirnpangan yang terjadi dan mclakukan tindakan perbaikau jika dinerlukau 

atas kesalahan atau penvimpangan-penyimpangan yang dilakukan, Kctcntuan 

yang hams diikuti berupa Standar Ooerasional Prosedur (Standar Operating 

Proocdur) untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan itu 

berjalan pada peraturan yang telah ada. 

Untuk menzctahui tanzaanan dari masvarakat vane membuka usaha sarane 
II..- ._........ ... - - '-� '--" 

burung waler di Pangkalan Kcrinci mengcnai penetapan standar yang dilakukan 

uezawai Badan Penanaman Modal dan Pelavanan Perizinan Teroadu dalam 

melakukan pengawasan terhadap Izin Sarang Burung Waler di Kecamatan 

Pangkalan Kcrinci Kabunatcn Pclalawan adalah scbagai bcrikut : 
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Tabcl \1.4 Ta11ggaJJa11 Dari Masyarakar Yang Mcmbuka Usaha Snrang 
Burung Waler Di Pangkalan Kcrinci Mcngcnai Pcnctapan 
Standar 

Raik I Cukup I 
h,-!J, 

Ku rang 
·-�:,, 

JI 

.3 j 

0 

0 

10 

� U�H I I iz I [9 

I 2 I j a} 1.. ' ·u p ' l ' I i 

i saranz burunz i 
I walet-harus - I 
i memiliki izin i 

J !::�!:�!! .,.., 40 n ,:,; ,.._ v �- 
Rata-Tlata 11 20 (I 31 

-- -- -- 
n � ··� �--'--- ·� -� �� 0/ c e 0/ 0 100 fl/ 

rj Setiap usaha 
I ,., .. ,r 1 t• I ·�Lll�dil-:, i:d�iiii5 

LI water reran 
! rnemenuhi syara: 

Sum her : data olahan tahun )(Ii 6 

- - - - - . -· - - . ueraasarxan tanci v .4 oraras capar cuceranui 1 anggapan i.ran rvtasyarakar 

'[ang Membuka Usaha Sarang Burung Waler Di I'angkaian Kerinci ivfengenai 

Penetanan Standar adalah dari 31 orang vang diiadikan sebagai responden 

sebanvak 20 orang atau 65 % menvatakan cukun baik. Hal ini terlihat 

bahwasannya usaha sanmg burung walet di kecamatan pangkalan kerinci ini 

sudah cukup scsuai dcugan SOP dan svarat yang sudah ditctapkan oieh dinas 

tcrkait. 

Selanjutnya tanggapan dari oeuawar Badan Penanarnan Modal dan 

Pelavanan Perizinan Ternadu kabunaten Pelalawan menzenai nenetanan standar 



.. 
79 

n . .;an Pcnanaman M-.,.1 ... 1 
VU(IJ 

n ;_:nn 
Pclayunan Pcrizinan Tcrpadu Kabupatcn Pclalawan Mcngcnai 
Penetanan Standar Dalam Mcnaawasi Izin Sarans Burune 
W�I�t 

item Penilaian No ,__ K_a�t_e=go_ri_P_ cn_1_ ·i_a_ ia_1_ 1 ----l

1
1 Jurulah I 

1>�:1, I r> •• 1,..� I v .... �-� 
I "�n�i· l,_._ ��_ ·_ ···- ·:-o_,�II 

t-----+------------1-------:--- i __ i>_a_}_ i<. __ 1- baik 
Sctiap usnhn 2 I O I 
sar::u1g nurting I i i ' I 
,.valet telah ! ! I I 

{ 

memenuhi syurai I 
2 Setiap usaha 2 4 0 6 

sarang burung 
walet harus 

I I Tl,; .. I I i memuuc !ZU1 
.Iumlah 4 8 () 12 

1 

I n .. , ... I.) •• '"" 'l ,i I\ I f.. 
I ........ A ..._...._ ...... 

I 
., 

I 
v 

I 33 :-,,() 67 :-/;I fl lOil %, - Perscntasc 

Penanaman Modal Dan Pelavanan Perizinan Teroadu Kabupaten Pelaiawan 

Mengenai Penetapan Standar Dalam Tvlengawasi Izin Sarang Burunu Walet adalah 

menvarakan cukun baik. Hal ini terlihat bahwasannva nihak dinas sudah 

menetapkan bahwa setiap usaha sarang buruna walet harus sesuai dengan SOP 

dan syarat yang sudah ditctapkan. akan tctapi masih banyak masvarakat vana 

rnembuka usaha belum sesuai dcnaan svarat dan SOP vanz sudah ditetankan. - - 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pclalawan mcngenai Pcnetapnn Standar 

Dalam Menuawasi Izin Saranz Burunz Walet adalah - - - 

,. menurut saya. izin sarong burung wale! di kabupaten pelalawan ini be/um 
/"';,�,., ,.Ji-ir,,lilrrnrl ,,nh,,,.,.1,; ,,,,-i·u,ho,• -.,.0...,,,,/,..,..,.E,f/..,r,J .t.,», . .,,h ,,lr,111-,.,,v, i•11n-'Jl-.01.1 ,,.,,.,..,. -·-:1---·._. .. ., ., ··--�,-·c-,-"" ..,. 1,.,...,._.,..,.,t,...,., .. _.,, •.... .., -··-�· "_t'-'''" ··-······-· 

pcnerlmuau pc1:iuk claerult, tnaslh hur�vuk pengusalw-p<.mg1.1suru.1 ieruiamu di 
kerinci tersebttt 
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dikarenakan belum terkontrol dengan balk ohm tetani kaini a/um selalu 
berusaha, ". 

l-,oc_,;] 
lH.t,)IJ kuisioner hn1..,,1 

.l.lUJlJ 
. ' ' i '1 l/111/ 'll, 
J_Cll"-LlJ.'\._(_,tJ .l 

kcnada responden menaenai penetanau standar dalam melakukan nenzawasan 

terhadap izin sarang burung walet ini dapat clikatakan dengan cukup baik, akan 

t .... tapi 11·1a�1·h banvak '"'""'"'" l-, .... unc ,,mlni ;·11 ' 1,"""'TI",."" P""g1Tn1m, korinci ....., o J au_ynr... .)oCU(lU� Ul.UU 1� VVC.llUl IJ .h�\../Ul 1(.llUU - U.l.1 ..... 1\.C.HC.Ul " "" yang 

belum memiliki izin dan belum terkontrol dcnuan baik. 

2. Menetankan keuiatan pengawasan. 

Pengukuran kinerja adalah aktivitas konstan dan konrinu 11ag1 

C"Ph"..ln-1..:,-n l"\P.C--:-:11'" 
.._,._..._,._,...,_ .......... � f\"t''Cl'.::\l'l1C':ll:'1 A t"rar nr:.,.noa,xr��l�-:11'1 -o-·� 1'' - .. -c-� · · ..................... � 

V ;,.��-!..;,..� 1 
1, 1111 I 1...-1 "':�i I., ,, ...... \)\1 rill i ... , ..._,_ 

kuantitas dan kualitas cutout. tctani bagi banvak ockeriaau. pcngukuran 

1,inPri!l hm·11Q IPhih n,r>nr-lPt!Ctil 
------- ,-- -----·- --------·-�--· 

... �.,.L,.1.,. 
ii jt',i i !i,ii i .... l-i 

sarang burunu walct di Panukalan Kcrinci menuenai kcgiatan 

nenuawasan vanz dilakukan nezawat Badan Penanaman Modal dan Pelavanan 

Perizinan Terpadu dalam melakukan pengawasan terhadap Izin Sarang Burung 

Walot di Kecamatan Panzkalan Kcrinci K<lbupu�.., .. Pclalawan adalah scbazai 

berikut : 
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'"I" i i \T 6 ,......... Dari Masvarakat Vo-!y Mcmbuka Usaha c .. ,. ... anz s_ auc •) J nnggtti}fii} .__,.« JTIUO.'l'HI UR.4.1 .I (IIIS, l"Y.a,;-1111..1 n.., , .... J..'UI ,.a >J"I U.1 5 
Burung Wulct Di Pangkulan Kcrinci Mcngcnai Pcnctapan 
Kezintan Penzawasan 

I Nol �tem i>oniioi1.11 n Kategori P�!'!i!!��!�!! J�!r'..!2.h 

I Haik I Cnknp I Knr.ang 
....... :1, 1-. .. :1, 

I ........... --· .... 
I 

1 

I 
Usaha barn bis a 8 23 

I 
0 Ji 

dijalnnk.m sctclah 
rnendapai izin 

2 Adanya ,, 
28 () 31 _, 

pcmcriksaan 
.lumlah I ; i I 51 0 62 I I 

Ra ta-Rafa '" 26 0 31 :, 

t>Pr'ilPnt�'ilP I I 6 Of.. I Rd% 0 I on °1.. 
C----·-1- ............. -1�4- ...... [ ...... 1-,. .... - ..i.. ...... 1. ........ - �f"\1 t: 
i..)UJJJLA.,f � Ue,,Ul..l \/1<.�t.lkllJ L(llllllJ L.\J I U 

'""l �-----1 ........ ---·' • ---- ........ '- ...... ' ..1.J'vJ IU,"='lt,IJ l'.( .. �J I l.t,IL>,._..,I 

V/al_:� J)i 

Penetapau Kegiatau Pengawasan adalah dari 31 orang yang dijadkan sebazni 

resnonden sebanvak 26 orang atau 84 % menvatakan baik, nu berarti 

bahwasannya pihak dinas pernah melakukan pemeriksaan terhadap usaha sarang 

burunz waler ,i; 1,nnn,.,n,·no .,,,,,,.1,nlno l,n,,;.,,.; ;.,; tots .. ,; +:,1,.1, .... +: .. 1 '--Tal 1 'n1· terlihat • L 5 \'V( 'C-l \.111'..V\,..,(..LJlJ(ltUU !'(.LlJ�"-c..llU.11 1'.\:jlJlJ\..,l 1111 C-il(tpl Ll\ •. lU� JUUlL _J.-1 \;I 

masih banvaknva masvarakat vane mernbuka usaha tidak meruiliki izin. 

Selaniutnya tanggapan dari pegawai Badan Penanaman Modal dan 

Pelavanan Perizinan Terpadu kabupatcn Pclalawan mcngcnai penctapan kGgiatan 

ueucawasan daiarn mencawasi izin saranu burunz waler adalah sebauai berikut : 
- - -- - - - 
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Tabci \'rJ7 Tanggapan � r cnanamnn Modal Dan 
Pclayanan Pcrizinan T crpadu Kabupatcn Pelalawan Mcngcnai 
Penetanan Keziatan Penaawasan Dalam Mcuzawasi izin Sarans 
Buruns \ft/ alet 

No item Pcnilaian Kategori Pcniiaian Jumlah 

o 0 o 
.,,. 

" 0 0 l k IJ --- -- 

'"' 
II II II 

11\0 0/ .. " 11\ll 0/ 
.t t.1'1 ru " \I J_ l/1.I /U 

Jmulah 
l-bhl-1.?afa 

r1 •• 1.......... v .. --.---- 

l1----1----------+---6- -, -�1�·,- ,· .ii_ �1- ·--1---·-�- �- �0iK _.�_ ·b--1----�1 
Usaha hnru hi��:; 6 . . . I rn.1::wtnKan xeteiar: 

I 
rnendapat izin - 2 ·:-'---l---+----------1--1 
Acanya 

I erneriksaan 

Sumber : d'1t:i olah:1n tnlwn 201A 

Berdasarkan tabel V. 7 diatas dapat dikctahui tanggapan dari Pegawai Bad an 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan 

Menzenai Penetanan Kegiatan Pengawasan Dalam Mengawasi Izin Sarang 

Burung Walet adalah dari t; orang vang dijadikan sebazai responden sebanvak 6 

orang atau 100 % menvatakan haik. lni berarti oihak dinas sudah melakukan 

oemeriksaan terhadap usaha saranu burung walet di kecarnatan pangkalan kerinci 

,.1 ,.1 l ' i, t h ' I . r· 1 ' J .• , • h ·1·k· can suca 1 menetankan oanwa usat a naru msa U.iJHtai1Ka11 apaoua suoa menu 1 .,, 

IZ111, 

Selaniutnva hasil wawancara ocnulis deugan Kepala Badan Penanaman 

Modal Dan Pelavanan Perizinan Ternadu Kabunatcn Pelalawan Menzenai 

pf'.",.nPt-•'1n•1n 
...... ''-• L�••.t'(' f O 

adaiah 

. menurut sava. kami sudah melakukan peneawasan vane cu/mo seuerti 
n1/J//..,b-1,lrnn 11Pn11.>1,.ilrvn1T1/1 1111J111r,no no11101tiln.·o/1¥1 lii'lofr lron1i //llr1,lron 14'11ii11 ............... �., �,.. ,.,,, ....,, ·�· , .• '"''. -··· ·-, I'�� .......•.••..• ,_,.,. . '.. � ··-··. ' , ••• 

serta melakukan penertiban bahwa usaha baru bisa diialankan setelah 
n11JMl'l/111nf 1'71YJ r,/rnn tofrtni M'1/H•il1 /uln i11nn n·li'H.111/11A11/rnt ,,,.,.Mn ti1l1"1lr l1'1Et1! ·---·.r· --· --·· ·, -·-·-·•· · - - --,,· - ·----· ., ""('"!-• ····--�" _,, --··n ·· ----·· ······- 
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mengurusnya. Akan tetapi kami akan segera melakukan penertibannya agar 
izin sarang burung walet ini dapat meningkatkun PAD di kabupaten ini ", 

- - . 

Berdasarkna hasil kuisioner dan hasil wawancara yang penulis Iakukan 

kepada respondcn mengenai penctapan pelaksanaan kegiatan pengawasan 

terhadap izin sarang burung walet di kecamatan pangkalan kerinci dapat dikatakan 

cukup baik. hanva saja perlu adanva peningkatan agar retribusi dari izin sarang 

burung walet ini dapat menambah PAD kabupaten. 

3. Mengadakan Perbandingan Terhadap Pclaksanaan Kcgiatan. 

Tahap ini dimaksudkan <lengan rncmbandingkan hasil pekcrjaan 

karvawan (actual result) dengan standar yang telah ditentukan. Hasii ., .. ' .,,,.,. 

pekerjaan karyawan dapat diketahui melalui laporan tertulis yang disusun 

karyawan, baik laporan rutin maupun laporan khusus. Selain itu atasan 

dapat juga langsung mengunjungi karyawan untuk menanyakan langsung 

hasil pekerjaan atau karyawan dipanggil untuk menyampaikan laporannya 

secara 1 isan. 

Untuk mcngetahui tanggapan dari masyarakat yang membuka usaha 

sarang burung walet di Pangkalan Kerinci mengenai perbandingan yang dilakukan 

pegawai Badan Penunaman Modal dun Pclayanan Perizinan Terpadu dalam 

melakukan pengawasan terhadap Izin Sarang Burung Walet di Kecamatan 

Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelal�1,w:m adal:ih sebagai berikut : 
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,� 
1 anggnpan 
Burun Waler Di Pan kalan Kcrlnci Men enai Pcrbandin an 

No item Penilaian 
I l 

1-.-l��"�'- " - I j I U.\A..tJ.J "°" 
I ·• 
I pemenxsaan 
I antara rcncana 
I • . . 
i xerja uengun 
! elaksanaan 

n 

Karesori Penilaian 

haik 
')'") 

Kurang 
haik 

(\ 

" 

.iumlah 

') I ., . 

2 
.Iumlah 

Rata-Rata 

12 Jl 
21 41 0 62 
10 21 I\ 31 u 

,,. o;., 6� o;., 0 100 % 

\1./ alct 

Perbandingan adalah dari 31 orang yang dijadikan sebagai responden sebauyak 21 

orang atau 68 % tnenvatakan cukun baik, hal ini dilihat bahwasannva pihak dinas 

sudah melakukan koreksi terhadap usaha sarang burung waler di kecamatan 

tindakan koreksi terscbut tidak diikutkan 

sauksi. ha] ini terlihat bahwasannva masih banvaknva usaha-usaha sararuz burunu 

walet yang tidak memiliki izin di kecamatan tersebut. 

Sclanjutnya tanggapan dari dari nczawai Badau Ponannman Modal dan 

Pelavanau Perizinan Temadu kabunaten Pelalawan menccnai nerbandinuau dalam .. - - - - - 
mengawasi izin sarang burung waler adalah scbagai bcrikut : 
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Pclayanan Pcrizinan Tcrpadu Kabupatcn Pclalawan Mcngcnai 
Perbandinzan Dalam Menzawasi izin Saranz Burunu Waler 

Adanya 
"""' ,.,.;1,"""" 1j�,j 1 n..�, '1,,-.,li1;:i.i i 

Baik 

6 

Cukup l Knrang 
1-. .. :1, I a.. .. :,, 

rT6l 0 

I arua,ra rencana I 
I keria denzan I f pr;!;, .. snm;;,m r Adanva koreksi 6 0 0 6 

.lumlah -, ..... " 0 12 ·� u -- -- ,_ 
Rata-llafa (, II ti (1 

! 1---�·-·-·�--A-n-r••"- 1 Oil 0/ " I\ 1 11\I\ 0/ i J -.;1 �l,;JI l,iJ�\., _I.VU /U u " .LUU to 

Sumber : data olahan 1nhun 2016 

Berdasarkan tabcl V.9 diatas dapat diketahui Tanggapan Dari Dari Pcgawai 

Badan Penanaman Modal Dan Pelavanan Perizinan Ternadu Kabunaten 

Pelalawan Mengeuai Perbandincan Dalam Mengawasi Izin Sarang Burung Walet 

n,lnlnl, dari r:. '""""" ""'"' ,1;:nA;l,nn scbazai f""P011A'·"1 sebanvak r:. 01·a·1n atau 10·0 U.\.l<.l.lUJl uu 1 '--' VJ.LU!� .vuu� \.H_IUUJ[\.._(U.l .::,vua..::, ',;,.._")_ U\,..,J o UJ _., 1\.. \J C. IE'- UL\ __._ 

% menvatakan baik. Ini berarti bahwasannva oihak dinas sudah melakukan 

koreksi terhadap usaha sanmg burung walet di kecarnaran pangkalan kerinci 

tersobut ,"t!:,",'1'1 tctaoi harus 10'0 · ;•1, ditinzkatkan karcna 01"";11 banvaknva masvarakat ....., �'-' .u. _. 11'. vro IC, 11 Ul 11= C LJ\...(l J_ ( 1J(t l ci o i t l(t 1 ... YCL1'. _Y 1 o .. v ci ( c-t 

vanu membuka usaha tetani tidak memiliki izin. . - 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Badan Penanaman Modal Dan 

Pclavanan Pcrizinan T crpadu KabupatGn Pelalawan Mcnucnai Pcrbandinuau 

1-1::.ii::.irn Tvie11,Hl\M::.JSi jzin sm;11HT H111upri Waler adalah - - - 

'' .... sepengetahuan sava. kami sudan melakukan pemerlksaan antara 
r•o1,-1r•1,r-11, lro1,•i/1 1lo1,.-ur1,111 "J"10/r1/r,•/1-i'lr·111r'l c•ol,,i,-1 it,, L-n,1Mi ;-,,,rl't ,�,,,,/,-,/,., n-1ol,,fI11/T,1-:'l 

, -· .. �-···-· oL.....,•�-· .... �··c,-••• ....!.F-·-···-·-�··-•-••• •,-,-•••• •'1-L ··-•••• .. _,··�-- LJL·-·�LOL •••-··-·· .. -�-�-··- 

koreks! ierhudup IZ/1'1 surun6 {)/lrl,11\'>!, wulei krf'lJ,\U,\l'IYCI di K.CCU/rtll[W'I 

pangkalan kcrinci. _t'l'! walaupun such.th dilakukan hal tcrsebut, masih 
1 1 1• 1 , 1 • 1 
Utlrt)'Lf,N., J u;.;u f{U.,t."J.}'Uf uns .. u i u. !lt::Lltr!UflUfl ttt::f tries Ut':l urtt ffl!.:n;;ur us t.c t r: ."JU! !.tnc, 

burung watetnya padahal sudah ado perda yang mengaturnya .. _ 
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Berdasarkan hasil kuisioner dan hasil wawancara vane sudah nenulis 

lakukan diatas. maka dapat disimnulkan bahwasannva Perbandinuan Dalam 

Mengawasi I zin Sarang Burung Wal et di kecamatan pangkalan kerinci dapat 

dikatakan cukup ., ""'! 

DUlK'I akan tetapi masih perlu adanva peningkatan agar 

nelaksanaan izin saranz burunz walet tersebui danat berialan denuan semestinva. 

Tindakan 1,c1 im1k.m1 diartikan sehagai tindakan yang diarnbil untuk 

n-..?-�n,1p.ci11 �111., "..ln ·-·-··.1 -----·-·· h"::tcill np.l,,-f-"'l.1";'.:l'.l11 rnr":lt'.:l ,r,:in.n 1-.-iPn,r1n-.n,;inn ":l<P..1r cP.c11•.:11 
£'" ------�'"""" ... r-- -- ... 1 --�-- .. ' ----ci ------_, ----r� --,-.-o --c-""- 

..... _ ... ...., .- ... 
I �··Ill ,(_llll'"t 

.... ,.,....._,..,r-; 
I/ Fl I I l--' .; r=r:» 

melaksanakan tindakan ' ., pcruaiKan .. maka harus dikctahui apa yang 

111f'11'1Ph::thk"�n nPnv1111n�110�11 
---- -� - - ---· --- -- J_- ---�, ----1.., ----o----- 

ii iCI t:•-,.:i. ,� i,1i --- -·--o - ------ 

koreksi yang dilakukan pegawm dalam melakukan pengawasan terhadap 

171n 
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,.,..., .._ i: ,-r 1r. T--·------· 1, .... • Masvarakat lli.,•-- .. : T: . .,1 li,- .. Knreksi I a.1,€1 't' •• ,, I l'lll��il!l�llll 1.#ill i , .. H�Ji"ll'ill\.UL JT1�11ge11a1 I 1111181'-.dll I UI C: �II 

Yang Dilakukan Pegawai Dalam Melakukan -Peiigawasan 
T.orh<:>.rl<:>n -- -- -------·r � ........ " ·- --- _ .. __ � k7 DL'<llll<>f<HI --- -------- 

i Adanya peringatau 1
1 

15 l u O ., J. 
I h::111i nenunsaha 

[ 
.,n�·"',,_.; r- i��-.- I 
J*C.111� L!'-� 

, memt!ik1 izrn I 

Pangkaian Kerind 
Item Pcnilaian f- j K��- tc .... ·g,,_o_n_ '_P_c_r_ ,i_l_ �� �a_n_ . ------ll Jumlah j 

I : trnrn: LuKup Kurang hri i baik baik 
I 

No 

') n ... _1,. ___ .,,_ --··' · ". 1 ·, 10 (\ ,,., 1 � 1 \..,.:.JllJi......lt(ll.l .:, <.l I ' �"'.::, l L.J .,u \) -' I 

Jumlah 28 34 0 62 
., � .... � • • ,,,., " ... . 
!�i:t!.�-1.:i..-ttt'1. l "!t ,!, I u _,.,:. I 

Persentase 45 % 55 o/c, 0 JOO %, 
Surnber : data oluhan tuhun 20: 6 

Berdasarkan tabel V. to diatas dapat diketahui tanggapan dari Masvarakat 

l\lfpnnpn�1i Tin£1,;,L,,,;,n f< ('\rPJ.,,ci V•;,no nil<aln,lr<'ln PPn<'IH/Ql n,;,bn, 'I\A.Pl<'ll.,,111.,,,;,n -·----,......,----.-- - ----------·-- ---- ----- - ----c - -------------- � -o--··--- - -------- -·--------------- 

Kerinci adalah dari _1 i onm2 vanz diiadikau sebazai resnonden sehanvak l 7 L-' V "--* ._, - - L-' L - - - -- - - - -.., 

....... -1 •.. 1.- l "' :itri Hi"- ri 

usaha sarang burung walct yang bclum mcmiliki izin. 

�P:l::inintnv::i t::inu<1�1n::in d::iri nr�o:1w::i1 H::id::in PP.n::tn::im::in M'od::il d::in 

dalam n,(mgawa;;;i izin sarang burun� walet adalah scbagai b(;ri!rnt: 



o O 00 

18.n. ... : 
11,11• I 

Pclayanan Pcrizinan Tcrpadu Kabu paten Pclalawan l\il cngcnai 
Tindakan Koreksi Dalam Menzawasi lzin Sarana Burunu 
w���t 

Nol Hem Penilaian Katcgori Penilaian Jumlah I i u .. �,. , ...... ,..� I L'---�-� I 
I Al ......... ...__,_., .... ;. ........... ,., •• !� 
I baik baik I 

_I j 1 ! A . .rl,.,,.,�,Q ... ...,, ... ,,.!".;t�t ...... lt• .. ,.,, t: 0 0 r: r ''-·''-"'I" I.J I 1'-�1 I• 1.(:.111 t...•1 i " " I ., , '-' I 
I i nag1 pengttst·tn;;J 

I 
I I 

I 

I I yang li<l:Jk f ...... I I L H!f, Huk1 !.!.ti! [==' Pcrnbcrian sanksi G 0 0 r.. 
I 1 \..,1 HJ\., 1 .. ")Ul!I'\.., v 

I- .Jumlah 12 0 0 12 - - --- 
R:da-Rafa 'l II ti (l 

I I fl,..� ..... ..,._ .... ..t. ....... �� I 1 no 01 I\ n 1 ,u, 01 
.1 G.I. �l.7JJ1,1._-,L .A Vt/ /0 v er ,vu /U 

Berdasarkan tabel V. l l diatas danat diketahui tanggapan dari Peaawai 

Badan Penanaman Modal Dan Pelavanan Perizinan Ternadu Kabuuaten 

Pelalawau Mengcnai Tindakan Koreksi Dalam Mcnzawasi Izin Sarans Burunu 

Waler adalah dari 6 O'"""" Hnn"· ,-1;;,..,i;J,nn �nlv.,,,..; rcsnondcn sebanv 'u"1,, (') Ot"U'1'1'_'1, I UJ.J� _Y(.Ul= \.ll)U\.lll"\.(.Ul .:)VLJUE ... Ul _.....,. ...... ...,,..-._. "Y � � 

atau 100 % menvatakan baik. Ini berarti sanksi dan oerinzatan sudah dilaksanakan 

oleh pihak dinas, akan tetapi sanksi tersebut tidak membuat jera para pengusaha 

sarang burtn1g waler vang tidak 111Gn.1i1iki izin di kccamatan pangkalan kerinci. 

Selaniutnva hasil wawancara nenulis denzan Keoala Badan Peuanaman 

Modal Dan Peiayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan Mengenai 

Tindakan Korcksi Dalam Mcngawasi lzin Sarang Burung Waler adalah 

" ... .rnenurut �-m,o . kami sudah membctikan peri nguian iwJ.lurio 11r11!fu.rnh11 
1,1.,.,"UT a.t.,» u10-u,1i/;l,-; i7iM ,•oihio tr., l,,/u1>1i i,urrr ,•111lnl1 n1on1l,o,•ilrrri1 ,•nr,?/r,-.·i _/._,.,�(..., •• ,._,..._,, .. ,,r;,,,,/',_.,, .. r •'-•••� .,,._, • .., •• ;, ., .. , ,y,..,./••·• • ..1•-..i11,_:,•� ,,,.,_.,._...,; ,,.� .. ,,, .... ,,.- ,,...,.....,. t,•<-!:;:a", .. 

keoada oensiusaha asrar mereka tnau uniuk. menvurus izin sarans: burunsr - ,: ,.___. ,.__. ' · .•. · ,__ 
"'!,on/of frn,",,0J,1Ji /Y/rn1,1 lof11n; ,•nMfr,,; f1n"t.'o/-11,I fot4fro,lnurr a.t.,» .,/j/.,i1-"n'IIL·,,"" 11Tol1 

•• _. �·---·-··· ,,,._w,o ·-·-·1•• �·-···••••• ·-· - .. , 0 •oO••-·-WOO,D NO•O .. O -·-···-··· ,, .. -, .. 

pengusuhu ierselrui, iwhiwn kumi sudu]» rm:luku/wri pc1nbur1�1'<.url/l'I Ai:pmlu 
,•/1!,,J,, (•/dJJ nonrrJH,'/1l1rr 11nf·1dr 11.101-ul,oribor.1 o/;,,Tr io1•/Y '' ..... ;.,...,, •• �.;..,,.;;.., .. l,,·-....,.,Oo-,.,;..�,i;1.-o ._.,,;;,0, .. ,., .... _.;;,;.;..·�• .:� ... .;; .. ,.,,,,r...,,'"j.._,, ;,..." • 
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Berdasarkan hasil kuisioner dan hasil wawancara yang suctan penulis 

lakukan diatas menzenai Tindakan Koreksi Dalam Menuawasi Izin Saranu 

Burunz Walet adalah danat dikatakan cukun baik. akan tetani masih banvak iuua 
...._ • .... .a - -· ,__ 

pengusaha sarana burung walet vang belum mcngurus izin. 

Untuk menzetahui rekanitulasi tanzuaoan resnonden menzenai Pelaksanaan 

dan Pclavanan Perizinan Terpadu Dalam Melakukan Pcngawasan Tcrhadap izin 

Saranu Burum! Walet di Kecamatan Panzkalan Kerinci Kabunaten Pelalawan 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabei V.12 R .• 1, .. nit .. lasi inn .,, ..... '7n.o_ .......... ._" •E-�"!-'"•• Responden .l\11 engenai Pelaksauaan 
Tugas Scksi Pcngawasan Dan Penanaman Modal Pada Badan 
Penanamau Modal Dan Pelavanan Perizinan Ternadu Dalam 
Mclakukan iJ,..,.., ..... ,.,.n.1..,,n..,. Terhadan 1..._.:..,, �n .... in .... 6T 0 ....... ...,.,. �Xlnint- • •nfll. n.n•• _. "'•"•S" .,., n�•••• "-'.A .1.anuo�1 ..a1 .. ••• u,,. ,&1•� a.,u.• ••••'5 , .,. u.1.'°"1,, 

Di Kccamatan Pan kalan Kcrinci Kabu atcn Pclalawan 
No item Pcnilaian Katezori Penilaian Jumlah 

� 

I I - 

i 
·o .. �ir ,-1 •• irww-..... v .... ,n,...,..,,.. 

I I 
I 

..................... '-' ..... u, ... ul, .... � ... -· &."i!il.l.h 

I haik haik 
l 1 I\ ,f """' n,�L n" I 1 '1 ') ;1 (\ I ... � .. �··")'"�" 

I stauoar 
1 1 
I 

I 
1-;, 
r �-' 37 

I I pc1r11�sanaan 

I 
i I 

I I kcgiatan 
I I I pcngawasau u Melakukan I 16 I� 0 I ·"1 '7 

I JI 

p�_r_bandingan I Melakukan 20 i 17 0 17 
I , .. �v,rlni_,..,.,,,., 1��-..r�i_,n; 

LlLl.'L-H .. U'\..."'"'4.ll .l.'\...'i.J.l.V.Ji\ .. >.).l 

I Jmnh1h 60 88 0 148 
I i-1 - .. L.. T._,, .- J.- f !'!' ,.,.,, ,..,., .... -_ .... ... __ 

Persentasc 
.. 

41 ''l'i, 59 'Yo u 
., , 

Bcrdasarkan tabel V.12 diatas dapat diketahui rekapitulasi tanggapan 

resnonden mencenai Pelaksanaan Tuuas Seksi Penuawasan Dan Penanaman 

Modal Pada Had an Pcnanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan T ernadu Dalam 



I ,.,.-, ....-.. (_� .--,, �·., ••� ,...- 
1 L,ll l � . .")QJ cHH!. Burung 
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Waler 1;1 Kecamatan 

Panckalan Kerinci Kabunaten Pelalawan adalah dari 37 oranz vane diiadikan - - - 

sebauai rcsnonden scbanvak i 5 oranc atau 4 i % menvatakan baik dan sebanvak 

,......_-'"'\ , ,... r'" n 1 . � � 1 • ., 

.,::.,1., orang atau JY '?o mcnyatakan cuxup oauc. 

Selani utnva dari tabel rekanitulasi tanzaanan resoonden tersebut damn 

ik den '-11 ha • .ii ka .itu.i isi res , nd n s h.u.-·ak-..: 

59 '% yang mcnyatakan cukup baik, 

C. Hambatan dalam Pelaksanaan Tuzas Seksi Penzawasan dan Penanaman - - 

Dalarn Melakukan Pengawasan Terhadap lzin Sarang Burunz Walet di 
fl' DKH111'H'l4>.f,11n )>.c..11111inlrol'lln V n••;n6'1i � .riihnn,•;.f,u-. J>alnl"ll'!.U':t" ----------------- - ---- ... �--------- --------- ---·--··-.!!. ------- - .. ---- 

melakukan peugawasan. seksi oenuawasau dan nenanaman modal Pada Badan 

Pcnanaman Modal dan Pelavanan Perizinan T eroadu menualami beberana kcndala . - - - 
vaitu 

i 
I, Mengenai menetankun '-�i-qr1ri,lr 

.:JLUll\..U . .tl"I 1
1,n,1T1i,r1fq1"l ,,nn,.­ 
H.l.l.lJUt.ll.<..111 .l LH.lt, didapat aduiah .... ,_l&ll"tl""l"l 

L!Vl,,l.ll.l 

terkontroi denzan baiknva menuenai izm saranz burunz walet di 

kecnmatan pangkalan kerinci dikarenakan Kurangnya sarana dan 

nrasarana seoerti ksndaraan ouerasional untuk turun lanzsunu ks 

lauanzan schinuaa setian wilavah danar terkanzkau dan damn dilakukan - - 

.--, 

.I--· 

nemeriksaan terhadan 1z111 usaha saranu burunz walet di kecamatan 

pangkalan kerinci masih kurang terlaksana hal rm dikarenakan 
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Kurangnya sumber daya manusia. hal nu tcrlihat luasnya wilayah keria 

sehinava tidak scmua wilavah danat terawasi. - - 

3. Untuk mengenai perbandingan. pihak dinas tidak mengalami hambatan 

karena pihak dinas selalu rnelakukan pcmeriksaan antara rcncana kerja 

denzan nelaksanaan tuzas dalam menuawasi izin sarana burunz walet 

ini, 

4. Menacnai tindakan korcksi scncrti 111cn•kn�1 ·K ,'"'" .-: .. r1n1·a11 ncrinzatan '1"1' .VI\;., J� 1 l'\. 1'.. l\..,I\...:> ,3\..,. 1 JLJ\..,1 <.UJ lllJUUl'\.( "'\..., 1 ::,uu,11 UCl 1 

sanksi, nihak dinas selalu menaalami hambatan misalnva sara nihak 

dinas memberikan surat peringatan kepada peugusaha walet tersebut, 

akan tetapi mereka terkadang tidak menghiraukannya dan pihak dinas 

iuua pernah melakukan pembongkaran azar memberikan efek jera 

kepada pengusaha sarang bunmg waler di kecamatan pangkalan kerinci. 

Akan tetapi selama 5 bulan mereka bisa membangunnya kembali. 
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PTi'NI !Tl 11> _;;; _.;:__,,,_. ,., ;; -=--�;:;: 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan mcngenai 

Pelaksanaan i, ri nrl.-1 I 
IVJV'-IUl 

Penanaman Modal dan D �:-,.:-_.-. 
1 (;1 J L..J_lHtt 1 

--, I • 4 
i emacu 1;-a1an1 r, ,�.a.,.-,t.-i,l,----., ..... 

1V-1'-'1Lit\.UhU.Ji: 

Pcngawasan Terhadan Izin Sarang Burung Walct di Kecamatan Panzkalan 

Kerinci Kabupaten Pelalawan maka dapat disimpulkan bahwasannya cukup 

berialau dcnuan baik, hai ini ditentukan dari 4 indikator vanz sudah nenulis 

tetapkan yaitu senerti menetankan standar, melakukan pengawasan, 

melakukan pcrbandingan dan melakukan tindakan korcksi. akan tetapi 

oelaksanaan tersebut masih banvak menzalami hambatan sehinuua nerlu 

adanya neninakatan lagi akan dapat lebih maksimai. 

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Tuzas Seksi Pcnuawasan chm Penanaman 

Modal Pada Badan Penanaman Modal dan Pelavanan Perizinan Ternadu 

Dalam Melakukan Penaawasan Terhadan Izin Sarang Burum! Walet di 

Kecamatan Panzkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan adalah kurangnya 

sarana dan nrasaraua. kuranunva sumber dava manusia dan kuranunva 

tanggapan masyarakat dalam menaurus izin sarang burunu walet. 

1 . Diharankan kenada nemerintah Kabuoaten Pelalawan agar menambah 

kendaraan operasionai pada Pada Badan Penanaman Modal dan Pclayauan 

Perizinan 'I eroadu aaar nclaksanaan tugas dalam mclakukan pcngavvasan 
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dapat tcrlaksana \.te11�a11 maksirnal, serta dapat 111�11�!au_gk..au ke daerah- 

daerah. 

2. I)iharapka11 kepacla pemcrintah Kabunatcn Pelalawan agar danat 

menam bah U t' (u- u P' L u di setian kecamatan agar izm saranz burunu 

walet ini danat tcrkontrol denzan maksimal. . .. 
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